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ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor
56 Prp Tahun 1960 Terhadap Praktik Gadai Sawah di Desa Jambesari Kecamatan
Poncokusumo Kabupaten Malang” bertujuan untuk menjawab pertanyaan:
bagaimana praktik gadai sawah di Desa Jambesari Kecamatan Poncokusumo
Kabupaten Malang dan bagaimana tinjauan hukum Islam dan UU No. 56 Prp Th.
1960 terhadap praktik gadai Sawah di Desa Jambesari Kecamatan Poncokusumo
Kabupaten Malang.

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (field research). Untuk
memperoleh data di lapangan dilakukan dengan cara observasi dan wawancara
(interview) terhadap pelaku, aparat desa, tokoh masyarakat, dan tokoh Agama.
Selanjutnya data yang dikumpulkan disusun dan dianalisis dengan menggunakan
metode deskriptif analisis, yaitu dengan mengumpulkan data tentang gadai
sawah di Desa Jambesari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang kemudian
diambil kesimpulan. Adapun pola fikir yang digunakan adalah deduktif, yakni
menarik kesimpulan dari hal yang umum ke hal yang khusus.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa: pertama, Praktik gadai sawah oleh
masyarakat Desa Jambesari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang
dilakukan dengan cara: pihak penggadai dan penerima gadai membuat perjanjian
gadai sawah secara lisan kepada penerima gadai pada tahun £1979, kemudian
setelah piutang diberikan oleh penerima gadai kepada pemberi gadai dalam
bentuk satu ekor sapi, tanah tersebut diberikan kepada penerima gadai untuk
dijadikan jaminan sampai penggadai dapat melunasi hutangnya sesuai waktu
yang telah ditetapkan. Apabila penggadai belum mampu untuk membayar
hutangnya, maka tanah tersebut tetap berada dalam kekuasaan penerima gadai
tanpa batasan waktu dan praktik tersebut sudah berlangsung selama +40 tahun.
Kedua, praktik gadai sawah di Desa Jambesari Kecamatan Poncokusumo
Kabupaten Malang sesuai dengan pendapat ulama Hanafiyah karena menurut
beliau ketika sudah ada izin dari rahin dalam hal pemanfaatan tanah gadai maka
tanah tersebut boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai dan bertentangan dengan
jumhur ulama Maliki, Syafi’i dan Hanbali karena menurut mereka rida dan izin
yang diberikan terkait pemanfaatan tanah gadai tersebut cenderung pada keadaan
terpaksa yaitu adanya kekhawatiran untuk tidak mendapatkan pinjaman hutang.
Adapun mengenai tidak adanya batasan waktu pelunasan hutang dalam gadai
bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) UU No. 56 Prp Th. 1960.

Dari kesimpulan di atas, maka: bagi aparat Desa, tokoh masyarakat, tokoh
agama yang berpendidikan agar memberi wawasan yang lebih terhadap
masyarakat mengenai gadai sawah sesuai dengan syariah dan ketentuan yang
berlaku dan bagi pelaku gadai agar memberi batasan waktu tambahan untuk
pelunasan, namun ketika rahin tetap belum mampu, maka diselesaikan dengan
cara penjualan barang yang dijadikan jaminan atas izin rahin atau hakim agar
tidak terjadi perselisihan di kemudian hari
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama rahmah [i al-alamin. karena semua aspek
kehidupan diatur didalamnya, agama yang mengatur hubungan, baik dengan
sang pencipta yang kita kenal dengan “habl min Allah” maupun dengan
makhluknya “habl min al-nas’. Dalam hubunganya dengan manusia, salah
satunya kita sebut dengan hubungan muamalah. Dalam arti sederhana,
muamalah berarti “hubungan antara orang dengan orang”. Hal ini
menggambarkan suatu kegiatan yang dilakukan antara seorang dengan orang
lainya dalam rangka memenuhi kebutuhanya'

Hal ini menunjukkan bahwa manusia senantiasa saling membutuhkan
orang lain dalam memenuhi kebutuhanya, sehingga manusia disebut sebagai
makhluk sosial, yaitu makhluk yang selalu berhubungan dengan dengan
sesamanya. Manusia tidak akan bisa mencapai apa yang diinginkan tanpa
bantuan dari orang lain.?> Islam hadir untuk membawa berbagai solusi atas
permaslahan baik ibadah (rifual), maupun sosial (muamalah). Menjelaskan
makna yang masih umum, dengan demikian akan dapat digali berbagai
pemecahan masalah yang timbul dalam kehidupan manusia.

Dengan seiring perkembangan zaman yang modern ini perananan Islam

sangatlah dibutuhkan. karena permasalahan ummat semakin kompleks maka

! Abd. Rahman Ghazaly, Figh Muamalat (Surabaya: Prenada Media, 2018), 3.
2 Sri Warjiyati, Memahami Dasar IImu Hukum: Konsep Dasar IImu Hukum (Surabaya: Prenada
Media, 2018), 13.
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Islam harus mampu untuk fleksibel sehingga mampu memberikan yang terbaik
bagi kemaslahatan umat, memberikan jawaban terhadap peristiwa yang terjadi
pada setiap masa.> Dalam menjalani kehidupan sehari-hari sering kali banyak
permasalahan yang dialami oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan. Baik
primer, sekunder maupun tersier.

Tingkat ekonomi seseorang tidaklah sama. bagi seseorang dengan
tingkat ekonomi menengah ke atas bisa jadi kebutuhan itu bisa langsung
terselesaikan, namun bagi kalangan ekonomi menengah kebawah, mereka
masih harus bekerja keras, berbagai usaha dilakukan bahkan mereka mencari
pinjaman untuk bisa memenuhi kebutuhanya. Dasar saling membutuhkan
antara seorang dengan seorang yang lain inilah konsep tolong menolong
terbentuk. Dalam Islam disebut dengan #a’awun. Oleh karena itu ummat Islam
sangat dianjurkan untuk saling tolong menolong. Allah berfirman dalam surah

al-Ma’idah. 1 yang berbunyi:

155t el o Uy T U5 34 G r\,,‘J\J.g,:n 05 <l 5055 L3 Uik 5l Gl
Q.&ésjjwu/: \, wr&:;,a):uuj\j.}u:.‘o\ﬁ%b\\u}.\o))r.@_a)uﬁ\g}.‘a;”:
7 81 W0, Syl ST e 1503 0 0ot 50 Je 1,555 s of Aol sl
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“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar
Allah dan janganlah kamu melanggar bulan-bulan haram, jangan
mengganggu binantang-binatang dalaa-id dan jangan (pula) mengganggu
orang-orang yang mengunjungi baitullah sedang mereka mencari karunia
dan karidhaan dari Tuhanya, dan apabila kamu telah menyelesaikan
ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-sekali
kebencian (Mu) kepada suatu kaum karena menghalang-halangi kaum
dari masjidil haram, mendorongmu perbuatannya (kepada mereka). Dan
tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa

3 Usman, Rekonstruksi Teori Hukum Islam (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2015), 161.



dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan

bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”

(Q.S. al-Maidah (5): 2)4

Dari ayat tersebut menjelaskan kewajiban bagi setiap mukmin untuk
saling tolong menolong dalam melakukan kebaikan dan dilarang tolong
menolong dalam hal keburukan. Dalam hal ini gadai merupakan salah satu dari
akad tabarru’, yaitu sebagai salah satu aplikasi perintah Allah dalam hal
tolong menolong dan gadai sawah merupakan salah satu dari kegiatan
muamalah yang biasa dilakukan oleh masyarakat pedesaan.

Gadai sawah ini bisa berupa sawah sawah, tegalan dan karangan. Ketika
seseorang membutuhkan wuang untuk memenuhi kebutuhanya dan
membutuhkan cara yang cepat tanpa rumit untuk mendapatkan uang,
sawahlah yang dijadikan objek barang jaminan sebagai bukti komitmen
hutang akan dilunasinya. Sawah yang dijadikan objek jaminan hutang
diserahkan kepada murtahin untuk dimanfaatkan selama rahin belum bisa
melunasi hutangnya. Sawah tersebut diambil manfaatnya oleh murtahin dalam
hal ini seakan-akan sawah tersebut menjadi milik murtahin.

Tujuan dari gadai adalah untuk meminta adanya kepercayaan dan
menjamin hutang, bukan untuk mencari keuntungan dari gadaianya tersebut.>
Apabila murtahin memanfaatkan marhun sekalipun mendapatkan izin dari
rahin, maka mendorong kepada praktik riba yang diharamkan, karena sama
halnya dengan hutang yang menjadikan manfaat dan bentuk hutang yang

mengalirkan manfaat adalah r7ba. Hal ini sesuai dengan hadis:

4 Kementrian Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahanya (Surabaya: UD Halim, 2013), 109.
5 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, terj. Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: Al-Ma’rif, 1997), 141.
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“Setiap hutang piutang yang menarik manfaat adalah riba” (HR. a/-
Baihaqi)®

Dalam hal pemanfaatan tanah oleh pihak murtahin masih banyak
perbedaan pendapat antara para ulama diantaranya: menurut jumhur ulama
fikih selain ulama Hanabilah berpendapat bahwa murtahin tidak boleh
memanfaatkan barang jaminan itu, karena barang tersebut bukan milik penuh
murtahin. Hak barang jaminan tersebut hanya sebatas sebagai jaminan atas
piutang yang diberikan oleh rahin. Apabila dalam waktu yang telah ditetapkan
rahin belum mampu melunasi hutangnya, maka barang jaminan tersebut boleh
dijual atau dihargai untuk melunasi hutangnya. ’

Akan tetapi apabila rahin tersebut telah memberikan izin kepada
murtahin, maka sebagian ulama Hanafiyah memperbolehkanya. Karena
dengan izin maka tidak ada halangan baginya untuk memanfaatkan barang
jaminan tersebut. Akan tetapi sebagian ulama Hanafiyah lainya tidak
memperbolehkanya sekalipun sudah mendapatkan izin, bahkan mengatakanya
sebagai riba. Jika disyaratkan ketika akad untuk memanfaatkan barang gadai
hukumnya haram, sebab termasuk riba.®

Ulama Malikiyah dan ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa meskipun
rahin telah mengizinkan untuk memanfaatkan barang tersebut, tetap saja

murtahin tidak boleh untuk memanfaatkanya. Karena apabila barang jaminan

¢ Abdullah bin Abdurrahman, 7audih al-Ahkam Bulugh al-Maram, juz 4 (Makkatul Mukarromah:
Maktabah Adh-Dhikri), 472.

7 Nasroen Harun, Figh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 256.

8 Abdul Rahman, Figh Muamalat (Jakarta: Kencana, 2010), 270.



tersebut dimanfaatkan maka hasil dari pemanfaatan tersebut merupakan riba
yang dilarang oleh shara® Menurut mereka rida dan izin yang diberikan
cenderung pada keadaan terpaksa, khawatir tidak akan mendapatkan pinjaman
hutang.

Akan tetapi menurut ulama Hanabilah apabila jaminan itu berupa hewan
atau kendaraan maka murtahin boleh memanfaatkan sebagai ganti atas
pemeliharaannya. Namun sesuatu yang tidak memerlukan biaya pemeliharaan
seperti tanah maka pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkanya.!”
Selain pemanfaatan penuh jaminan sawah oleh murtahin, praktik yang terjadi
ketika dalam waktu yang telah disepakati masih juga belum bisa melunasi
hutangnya, maka sawah tersebut akan tetap berada ditangan murtahin. Inilah
yang dikhawatirkan akan berlarut-larut karena waktu perpanjangan ini tidak
ada batasan. Bahkan, jika memang rahin tidak bisa membayar hutangnya
maka sawah seakan-akan menjadi milik murtahin, padahal jika dihitung
hutangnya tidak sesuai dengan besar harga sawah yang dijadikan objek barang
gadai.

Sedangkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun
1960 Tentang Penetapan Luas Lahan Pertanian (untuk selanjutnya dikenal
dengan UU. No. 56 Prp Th. 1960) yang berbunyi “barang siapa menguasai
tanah pertanian dengan hak gadai yang pada waktu mulai berlakunya
peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan

tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada

% Nasroen Harun, Figh Muamalah..., 257.
19 Ibid., 258.



selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang
tebusan”

Dari pasal tersebut telah dijelaskan bahwasanya dalam hal penguasaan
tanah pertanian berlaku 7 tahun, ketika sudah mencapai 7 tahun atau lebih
maka pemegang gadai diharuskan mengembalikan tanah tersebut kepada
pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada dipanen tanpa
adanya tebusan. Pemanfaatan sawah tidak berhenti dalam pemanfaatan murni
saja oleh pihak murtahin, tetapi ada juga dari pihak murtahin yang melakukan
kerjasama sawah yang sebenarnya bukan hak milik murtahin, mereka
memanfaatkan untuk kerjasama sawah tersebut tanpa sepengetahuan dari
rahin. Dan hasilnya pun murni dinikmati oleh pihak murtahin dan orang yang
bekerja sama dengan murtahin

Mayoritas akad yang dilakukan tidak adanya bukti tertulis maupun saksi
yang menjadi penguat terjadinya akad menjadikan suatu permasalahan.
Pembuatan perjanjian secara tertulis akan bermanfaat jika dalam kemudian
timbul sengketa sehingga terdapat alat bukti untuk menyelesaikan sengketa
yang terjadi.!' Salah satu contoh akad gadai yang terjadi yaitu antara Bapak
Yusuf sebagai rahin dan Ibu Sulikah Sebagai murtahin. Permasalahan yang
terjadi diantara mereka adalah ketika Bapak yusuf belum bisa melunasi
hutangnya sedangkan sudah mendekati jatuh tempo pak yusuf menghilang
tanpa kabar. Sehingga dalam hal ini yang harus bertanggung jawab adalah

keluarga dari rahin. Karena pertanggungjawaban atas gadai tersebut bersifat

""" Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Yogyakarta: Gadjah University
Press, 2018), 35.



turun temurun, baik karena meninggal atau melarikan diri dari
tanggungjawabnya.

Penerapan gadai seperti ini terjadi di Desa Jambesari Kecamatan
Poncokusumo Kabupaten Malang. Selain dari pemanfaatan yang penuh
dikuasai oleh murtahin serta pemanfaatan tanpa sepengetahuan, terkait jangka
waktu ketika sudah jatuh tempo rahin masih belum bisa melunasi hutanya,
pemanfaatan sawah yang penuh oleh murtahin maka sawah tersebut tetap
berada pada tangan murtahin sampai bisa melunasi hutangnya. Seperti dalam
akad gadai oleh keluarga Mbok Marsiem, pengelolaan tanah gadai tanpa batas
hingga berlangsung + 40 tahun. Memang toleransi perlu, namun bagi golongan
menengah ke bawah akan kesulitan untuk bisa melunasi hutanya, karena
sawah sudah di kuasai murtahin, dan ia tidak bisa menghasilkan sesuatu dari
tanah yang digadaikan, bahkan bisa jadi orang yang menggadaikan sawahnya
akan berhutang kepada orang lain untuk melunasi hutanya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis
ingin mengadakan penelitian terkait gadai. Dengan judul “Tinjauan Hukum
Islam dan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Terhadap Praktik Gadai

di Desa Jambesari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.



B. Identifikasi Dan Batasan Masalah
Dari pemaparan latar belakang diatas terdapat beberapa permasalahan
dalam pembahasan ini yang dapat diidentifikasi oleh penulis, antara lain;
1. Pemanfaatan sawah gadai secara penuh dan kerjasama dengan pihak lain
oleh murtahin tanpa sepengetahuan rahin
2. Perpanjangan batasan waktu yang tidak ada batas
3. Praktik gadai sawah di Desa Jambesari Kecamatan Poncokusumo
Kabupaten Malang tidak sesuai dengan hukum Islam dan UU No. 56 Prp
Th. 1960
4. Tinjauan hukum Islam dan UU No. 56 Prp Th. 1960 terhadap Praktik gadai
sawah di Desa Jambesari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang
Untuk menghasilkan penelitian yang lebih fokus berdasarkan
identifikasi masalah yang telah dijelaskan diatas, maka penulis membatasi
penelitian ini yang meliputi;
1. Praktik gadai sawah di Desa Jambesari Kecamatan Poncokusumo
Kabupaten Malang
2. Tinjauan hukum Islam dan UU No. 56 Prp Th. 1960 terhadap praktik gadai

sawah di Desa Jambesari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan Identifikasi masalah dan batasan masalah maka penulis
dapat merumuskan masalah sebagai berikut;
1. Bagaimana praktik gadai sawah di Desa Jambesari Kecamatan

Poncokusumo Kabupaten Malang?



2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan Undang-undang Nomor 56 Prp
Tahun 1960 terhadap praktik gadai sawah di Desa Jambesari Kecamatan

Poncokusumo Kabupaten Malang?

D. Kajian Pustaka

Pertama, untuk memperoleh gambaran terkait masalah yang akan
diteliti, maka penulis terlebih dahulu menelaah penelitian terdahulu yang
relevan dengan penelitian yang akan penulis teliti yang dapat diperoleh
melalui sumber bacaan seperti ensiklopedi, jurnal, paper, skripsi dll.!> Dengan
itu penulis dapat memperoleh gambaran, rujukan, serta pembanding dalam
menyusun skripsi. Setelah mempelajari beberapa penelitian terdahulu, maka
ditemukan beberapa karya tulis ilmiah oleh peneliti lainya, diantaranya:

Pertama sebuah skripsi yang ditulis oleh Alfafa Rizqiyah yang berjudul
“Tradisi Sende di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten
Jombang Dalam Perspektif Hukum Islam”, penelitian ini ditulis pada tahun
2018, Objek yang dibahas pada penelitian ini adalah gadai tanah dengan
tradisi sende (menjual tanah secara gadai selama jangka waktu sekali panen
atau lebih dng perjanjian bahwa penggadai mengerjakan tanah tersebut secara
bagi hasil) yakni menjaminkan sawah sebagai jaminan pelunasan hutang
dengan syarat minimal ukuran sawah yang di Sende-kan yakni banon 100.

Praktik ini terjadi di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten

12 Raco, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: Grasindo, 2010), 74.
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Jombang kemudian dianalisis menggunakan teori rahAn dalam perspektif
hukum Islam.!3

Kedua, sebuah skripsi yang ditulis oleh Nina Amanah yang berjudul
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah Di Desa Sindangjaya
Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes” penelitian ini ditulis pada
tahun 2017, objek kajian penelitian ini adalah gadai sawah yakni adanya
pengembalian hutang yang disesuaikan dengan harga gabah kemudian ditinjau
dengan menggunakan teori rain dalam perspektif hukum Islam 4

Ketiga sebuah skripsi yang ditulis oleh Darmono yang berjudul
“Tinjavan Hukum Islam Terhadap Gadai Gantung Sawah Di Desa Cilandak
Lor Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu ”. Penelitian ini ditulis pada
tahun 2013, objek kajian dalam penelitian ini adalah gadai sawah gantung
yakni dikelola oleh rahin dengan perjanjian dengan dikelolanya sawah tersebut
oleh rahin maka rahin diharuskan untuk membayar uang sewa kepada
murtahin selama perjanjian gadai masih berlangsung dan belum jatuh tempo,
kemudian parktik tersebut dianalisis menggunakan teori rahn. '

Perbedaan penelitian ini dengan ketiga penelitian diatas adalah pada
teori yang digunakan untuk menganalisis, jika pada ketiga skripsi diatas

menggunakan teori rahn saja, maka pada penulisan skripsi ini menggunakan

3Alfafa Rizqiyah, “Tradisi Sende Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang
Dalam Perspektif Hukum Islam” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018).

“Nina Amanah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah Di Desa Sindangjaya
Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes” (Skripsi--UIN Walisongo, Semarang, 2017).

SDarmono, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Gadai Gantung Sawah Di Desa Cilandak Lor
Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu” (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013).
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dua teori untuk menganalisa yaitu, rahn dan Undang-Undang Nomor 56 Prp

Tahun 1960.

E. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, tujuan yang akan
dicapai dalam penelitian ini adalah;
1. Menjelaskan praktik gadai sawah di Desa Jambesari Kecamatan
Poncokusumo Kabupaten Malang
2. Menjelaskan tinjauan hukum Islam dan UU No. 56 Prp Th. 1960 terhadap
praktik gadai sawah di Desa Jambesari Kecamatan Poncokusumo

Kabupaten Malang

F. Kegunaan Hasil Penelitian
Berdasarkan penjelasan rumusan masalah dan tujuan penelitian ini,
maka diharapkan dapat memberikan manfaat dari segi 2 aspek:'®
1. Teoritis
a. Dapat menambah khazanah keilmuan dalam melakukan kegiatan
Muamalah. Khususnya dalam penerapan gadai sawah yang dilakukan
oleh masyarakat Desa Jambesari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten
Malang
b. Menambah arsip keilmuan mengenai hukum Islam dan hukum Positif

terutama dalam bidang muamalah

16 Firdaus Fakhry Zamzam, Aplikasi Metodologi Penelitian (Yogyakarta: CV. Budi Utama,
2018), 53.
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c. Sebagai bahan rujukan oleh peneliti-peneliti yang akan datang.

Khususnya penelitian tentang gadai sawah
2. Praktis

a. Bentuk kontribusi pemikiran kepada masyarakat khususnya kapada
pihak yang melakukan praktik gadai sawah di Desa Jambesari
Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang dalam perspektif hukum
Islam dan UU No. 56 Prp Th. 1960

b. Menjadikan pertimbangan untuk sawah yang dijadikan objek barang
gadai terhadap pemanfaatan penuh oleh murtahin dan tidak adanya
batasan waktu di Desa Jambesari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten

Malang

G. Definisi Operasional
Untuk menghindari kesalahan dalam memahami penelitian yang
berjudul “Tinjauan Hukum Islam Dan UU No. 56 Prp Th. 1960 Terhadap

Gadai Sawah Di Desa Jambesari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten

Malang” maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang terdapat

dalam penelitian ini, diantaranya;

Hukum Islam : Segala aturan yang mengatur tentang
seluruh aspek kehidupan manusia yang
bersumber dari Al-Qur’an dan al-Hadis
dan pendapat para ulama khususnya

tentang rahn
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UU No. 56 Prp Th. 1960 : Undang-undang tersebut mengatur
Tentang  Penetapan Luas Lahan
Pertanian, bertujuan untuk menjadi
acuan agar tidak merugikan kepentingan
umum dalam hal pemilikan tanah dan
pengusahaan tanah yang melampaui

batas. Khususnya Pasal 7 dan 10

Gadai Sawah : Sebuah praktik hutang piutang oleh
masyarakat Desa Jambesari Kecamatan
Poncokusumo  Kabupaten =~ Malang
dengan cara menggadaikan sawah

sebagai jaminan hutang akan dilunasi.

H. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Yang akan peneliti gunakan adalah penelitian lapangan (field
research) dengan Metode kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu metode
yang melakukan pencarian secara mendalam tentang suatu gejala, masalah
serta peristiwa yang hanya dapat difahami bila peneliti menelusurinya
secara mendalam dan tidak terbatas terhadap apa yang dipandang saja.
Pada hakikatnya penelitian kualitatif dilakukan dengan mengamati objek

(Responden) secara langsung, mengenai kegiatan yang mereka lakukan,
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berinteraksi dan berusaha menyelami kehidupan mereka dengan
berinteraksi dengan lingkunganya.!’

Instrument dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri
(human instrumen). Yang menjadi kunci utama adalah peneliti, yang dapat
menentukan fokus penelitian, pemilihan sumber data yaitu informan,
melakukan pengumpulan data, memberikan penilaian terhadap kualitas
data, menganalisis data dan menafsirkan data yang terakhir adalah
membuat kesimpulan.'8

2. Data dan Sumber Data
a. Data

Data adalah fakta mentah yang merupakan hasil pengamatan yang
didapatkan dari lapangan dalam bentuk angka, huruf, grafik, gambar
yang dapat dioleh lebih lanjut sehingga diperoleh hasil tertentu. Data
dapat berupa catatan-catatan dalam kertas, buku atau tersimpan sebagai

file dalam basis data. Data dibagi menjadi dua yaitu:

1) Data primer

Data primer adalah data yang pengumpulanya kita lakukan
sendiri. Artinya, data tersebut merupakan hasil dari pengamatan
langsung, wawancara dan hasil pengukuran kita sendiri. Data tersebut
merupakan data tentang praktik gadai sawah di Desa Jambesari

Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.

'7Ajat Rukajat, Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach) (Yogyakarta:
Depublish, 2018), 5.

8Eko Sugiarto, Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Thesis (Yogyakarta:
Diandra Kreatif, 2017), 9.
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2) Data sekunder
Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh pihak lain
dan sudah diolah oleh pihak lain tersebut. Diantaranya:
a) Profile Desa Jambesari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten
Malang
b) Data tentang rahn
c) Data tentang gadai dalam hukum positif
b. Sumber Data
Data dalam penelitian yang ditulis oleh didapatkan dari beberapa
sumber yaitu:
1) Sumber data primer
Sumber data primer merupakan data yang bisa diperoleh secara
langsung dari objek pribadi atau dari instansi yang mengolah untuk
kepentingan penelitian yang diperoleh melalui proses wawancara.
Subyek primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah:
a) Aparatur Desa: Bapak Eko Agus Siswanto, Bapak Jumali
b) Pemberi gadai: Tunari, Anik, Senari, Marsiem, Harun, Yusuf,
Senari, Sutrami dan Sudar
c¢) Penerima gadai: Sarmidi, Muhammad, Kholip, Mail, Kuswanto,
Sulikah, Sanuri, Misenan, Minto.
d) Tokoh masyarakat yaitu Bapak Sanun

e) Tokoh Agama yaitu Bapak Muliadi
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2) Sumber data sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh
orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada
diantaranya:
a) File tentang profile Desa Jambesari Kecamatan Poncokusumo
Kabupaten Malang
b) Undang-Undang No.56 Prp Tahun 1960
¢) Buku dan skripsi tentang rahn/gadai
3. Teknik Pengumpulan Data
Keberhasilan dalam pengumpulan data sangat ditentukan oleh
peneliti itu sendiri, sehingga penulis harus mampu mengamati situasi
sosial yang sesungguhnya, ia dapat mengambil foto, merekam dialog
untuk memaksimalkanya. Beberapa teknik yang dapat digunakan dalam
penelitian adalah sebagai berikut;!?
a. Observasi
Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara
mengamati, yaitu dengan melihat, mendengar, memperhatikan dan
mencatat objek yang akan diteliti secara sistematis. Observasi
digunakan oleh peneliti sebagai salah satu teknik pengumpulan data
dengan tujuan untuk mengamati secara langsung tentang gadai sawah
yang dipraktiikan oleh masyarakat di Desa Jambesari Kecamatan

Poncokusumo Kabupaten Malang.

19 Ibid., 212.
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b. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan tatap muka antara
pewawancara dengan informan, dan pewawancara memberikan
pertanyaan tentang masalah yang akan diteliti kepada informan.?°
Dalam hal ini penulis melakukan wawancara secara langsung kepada
pihak yang menggadaikan barang serta yang menerima gadai.
Diantaranya, 10 Pelaku gadai, 2 Aparat Desa, 1 Tokoh Agama dan 1

Tokoh Masyarakat.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyusunan data yang diperoleh
dari hasil wawancara, catatan lapangan, komentar peneliti, hasil
dokumentasi yang telah disusun secara sistematis sehingga hasilnya dapat
difahami serta dapat diinformasikan kepada orang lain. Proses dalam
analisis penelitian ini dilakukan sesudah terkumpulnya data-data yang
diperoleh dengan teknik pengelolahan oleh penulis. Kemudian data-data
tersebut dianalisa dengan kritis serta mendalam menggunakan hukum
Islam dan UU No. 56 Prp Th. 1960.

Metode yang digunakan untuk menganalisis data ini adalah dengan
mendeskripsikan permasalahan yang ada pada gadai sawah di Desa
Jambesari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Selanjutnya
dianalisis dengan menggunakan pola pikir induktif untuk menunjukkan

kenyataan dari hasil penelitian yang sifatnya khusus ditarik menjadi

20A. Muri Yusuf. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan (Surabaya:
Prenada Media, 2018), 372.



18

kesimpulan yang bersifat umum. Setelah itu praktik gadai sawah tersebut
dianalisis dengan menggunakan hukum Islam disesuaikan dengan nilai-
nilai yang ada didalamnya yang berupa dalil-dalil serta istinbat hukum
tentang rahn atau gadai serta UU No. 56 Prp Th. 1960 yang dipraktikkan
oleh masyarakat Desa Jambesari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten

Malang.

I. Sistematika Pembahasan

BAB I yaitu Pendahuluan yang memuat uraian tentang latar belakang
masalah yang akan diteliti, identifikasi dan batasan-batasan masalah, rumusan
masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, definisi operasional, metode
penelitian dan pembahasan sistematika pada penulisan penelitian ini.

BAB II yakni membahas tentang teori rahm/gadai dalam perspektif
hukum Islam dan UU No. 56 Prp Th. 1960, yang merupakan hasil dari telaah
beberapa literatur yang berkaitan dengan studi yang akan diteliti, yaitu
meliputi pengertian rahn, dasar hukum rahn, rukun dan syarat rahn, hak dan
kewajiban masing-masing pihak, status marhun, sehingga penulis dapat
memahami materi untuk menganalisis permasalahan yang terjadi.

BAB III memuat tentang gambaran praktik gadai yang dipraktikkan oleh
masyarakat Desa Jambesari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang,
menjelaskan  tentang gambaran umum Desa Jambesari Kecamatan
Poncokusumo Kabupaten Malang serta menguraikan tentang keadaan ekonomi,
sosial, pendidikan, adat istiadat dan kebiasaan yang ada di lingkungan

masyarakat. Kemudian dilengkapi dengan gambaran tentang transaksi gadai
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Sawah di Desa Jambesari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.
Penjelasan ini merupakan bentuk dari jawaban rumusan masalah yang pertama.
BAB 1V berisi tentang praktik gadai yang terjadi di Desa Jambesari
Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, kemudian dianalisis
menggunakan perspektif hukum Islam dan UU. No 56 Prp Th. 1960.

BAB V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



BABII

KONSEP RAHN DALAM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 56
PRP TAHUN 1960

A. Konsep Rahn Dalam Hukum Islam
1. Pengertian Rahn
Rahn secara etimologis, berarti al-thubut “tetap” dan al-dawam
“kekal, tetap, terus menerus” '. Ada yang mengatakan rain berarti “tetap
dan lestari’ bisa juga disebut dengan al-habsu dan al-luzum artinya

“penahanan”. Allah berfirman dalam Al-Qur’an Surah a/-Mudatsir :38;

‘tiap tiap diri bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya” (al-
Moudatsir: 38)*

Menurut istilah hukum Islam, ulama fikih mendefinisikan raAn adalah
menahan sesuatu karena adanya hak yang memungkinkan hak itu dapat
terpenuhi dari sesuatu tersebut.’> Maksudnya menjadikan barang yang
memiliki nilai menurut hukum Islam sebagai jaminan hutang, sehingga
orang tersebut diperbolehkan untuk mengambil hutang atau mengambil
sebagian manfaat dari barang tersebut®. Menjadikan barang sebagai
jaminan hutang yang dapat dijadikan sebagai pembayar hutang apabila

orang yang berhutang tidak bisa mengembalikan hutangnya.

! Mardani, Figh Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2018), 287.

2 Kementrian Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahanya (Surabaya: UD Halim, 2013), 575.

3 Wahbah Az-zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu (Jakarta: Gema Insani, 2007), 107.

4 Sayyid Sayyid, Fikih Sunnah, terj. Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: Al-Ma’rif, 1997), 187.

20
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Menurut pendapat ulama Syafi’iyah, raAn adalah menjadikan
sesuatu/barang sebagai jaminan terhadap hutangnya dan barang tersebut
akan digunakan untuk membayar hutang apabila rahin tidak mampu untuk
membayar hutang tersebut.’

Menurut ulama Hanabilah, dalam rahn barang yang dijadikan
jaminan hutang ketika murtahin tidak dapat membayar hutangnya maka
hutang tersebut akan dibayar dengan menggunakan hasil penjualan barang
jaminan tersebut.®

Menurut pendapat ulama Malikiyyah mendefinisikan rahn sebagai
al-mutamawwal (harta yang mempunyai nilai) yang diambil dari
pemiliknya untuk dijadikan jaminan hutang yang /azim (keberadaanya
sudah positif dan mengikat). Maksudnya adalah dalam sebuah akad atau
kesepakatan mengambil sesuatu dari harta yang berbentuk kongkrit, seperti
tanah, rumah, hewan, komoditi dsb. Atau berbentuk kemanfaatan seperti,
kemanfaatan barang, tenaga dan keahlian seseorang dengan syarat
kemanfaatan tersebut sudah jelas dan dengan waktu tertentu sesuai
kesepakatan.

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat diambil kesimpulan
bahwa rahn adalah akad hutang piutang dengan menjadikan barang yang
bernilai menurut sebagai jaminan hutang hingga orang yang berhutang

melunasi hutangnya.

5 Wahbah Az-zuhaili, Figih Islam..., 107.

6 Ibid.
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2. Landasan Hukum

a. Al-Quran Surah a/-Baqaroh: 283

west7 (o afﬁﬁa/,;"f.%‘.k..fﬁﬁix < Ty c s 2.1 <. ’/,;’.,
5600 16 jans oEmanl Gal O TOADs s Oph 3 les8 1y 5 0 al o Je F"S olya
et 5,7 5% 7 5> . . E,,5”° 352 2% é):, R R S _ 327 LG
\;.L\ Q:U\j ;w r_:j\;'- ;4.\\53 \.é.:.‘«'é:g U'A} Bx@ﬁ‘ ‘}e:.é:: Uj L) bl é.i‘.:‘j) SAZ2| U'?:j\ é:d\
kf‘:‘é‘}’ :‘)ai’;f;

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai)
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah
ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).

Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain,

maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya

(hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya;

dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan

barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia
adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui

apa yang kamu kerjakan. (Q.S. a/-Bagaroh: 283)”

Ulama sepakat bahwa rahAn hukumnya boleh, baik ketika dalam
perjalanan maupun dalam keadaan menetap. Ayat diatas hanya
menunjukkan suatu kebiasaan yang berlaku dan bukan sebuah syarat,
karena pada zaman dahulu ketika dalam perjalanan sulit untuk
menemukan juru tulis, berbeda dengan jaman sekarang orang sudah
pandai dalam hal tulis menulis. Oleh karena itu ayat tersebut hanya
ingin menunjukkan kepada seseorang sebuah bentuk jaminan yang
mudah untuk mereka ketika tidak menemukan seseorang yang akan ia

jadikan sebagai juru tulis, yang akan menuliskan hutang atau transaksi

lain dengan pembayaran tidak kontan.

7 Kementrian Agama R1, A/-Qur’an dan Terjemahanya..., 49.



23

b. Hadis Nabi Muhammad

D gz e 8 55080 22 gy 2 223 22 e s I8 Bl
4855 ks Ui (354 3 g alle A Lo i Iz 2 206 G
“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan
kepada kami Jarir dari al-A'masy dari Ibrahim dari al-Aswad dari
'Aisyah radliallahu 'anha berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi

wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan
menggadaikan (menjaminkan) baju besi beliau "(HR. Bukhori)?

Dari hadis tersebut dapat difahami bahwa dalam Islam tidak
membeda-bedakan antara kaum muslim maupun non-muslim dalam
bidang muamalah, maka ketika orang muslim berhutang kepada non-
muslim harus tetap membayar hutangnya’

c. Ijma Ulama
sl R s b Spaleal aas B plsy Gy

“Mengenai dalil ijma', ummat Islam sepakat (ijma') bahwa secara
garis besar akad rahn (gadai/penjaminan utang) diperbolehkan’10

Rahn menurut kesepakatan ulama Hukumnya boleh. Karena
didalamnya menumbuhkan maslahah bagi rahin maupun murtahin,
penggadaian adalah pengukuhan dan penjaminan atas hutang dengan
barang langsung dipegang sendiri oleh murtahin, sehingga ia mudah
untuk untuk mendapatkan pembayaran hutang dengan menjual barang
tersebut atas izin hakim atau pemilik barang tersebut ketika rahin belum
mampu untuk membayar hutangnya. Selain bagi murtahin, rahin juga

mendapatkan sesuatu yang dibutuhkanya secara tunai dan bisa

8 Abdul ‘Aziz bin Abdullah bin Abdul Al-Rahman bin Baz, Majmu’ Fatawa wa Magalatun
Mutanawwi’atun (Riyadh: Darul Qasim li Al-Nashr, 2001), 254.

° Hendi Suhendi, Figh Muamalah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 107.

10 Abdur Rahman Shobir Husain, A/-Sabil Fi Ushul Al-Figh, juz 13 (Libanon: DKi, 1971), 138.
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menangguhkan pembayaran hutangnya sesuai dengan waktu yang telah
ditetapkan dengan disertai barang jaminan.!!
d. Kaidah Figih

0% @

s e s 3% O syt ol s Y
Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali

ada dalil yang mengharamkannya”

3. Rukun dan Syarat Rahn
Rukun menurut ulama Hanafiyah adalah sesuatu yang menjadi bagian
dari sesuatu hal yang ada tidaknya sesuatu itu tergantung pada sesuatu
tersebut. 2 sedangkan menurut jumhur ulama, rukun adalah sesuatu yang
menjadi penentu ada tidaknya sesuatu hal dan tidak mungkin sesuatu
tersebut ada kecuali dengan adanya sesuatu tersebut. Baik dari sesuatu
tersebut merupakan bagian dari sesuatu tersebut ataupun tidak. Agqgid
(orang yang berakad) merupakan salah satu dari rukun akad, dan suatu akad
tidak mungkin terjadi kecuali adanya orang yang berakad yakni rahin dan
murtahin.

Syarat merupakan sesuatu yang mengharuskan ketika sebelum
terjadinya akad. Artinya suatu akad tidak akan berlangsung kecuali syarat-

syarat yang ditentukan oleh shara’ sudah terpenuhi. Diantaranya rukun dan

syarat gadai adalah sebagai berikut;

"' Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam..., 110.
12 Ibid., 111.
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a. Aqidain

Yaitu kedua belah pihak yang melakukan akad, orang yang
mengadaikan (rahin) dan orang yang memberikan piutang (murtahin)
harus cakap (ahliyah). Menurut Hanabilah adalah kecakapan untuk
melakukan jual beli. Dikaitkan dengan jual beli karena keduanya
berkaitan dengan transaksi yang berkaitan dengan harta. Oleh karena itu
sahnya akad rahn adalah disyaratkan berakal atau mumayiz bagi para
pelaku gadai. Akad ini tidak sah apabila dilakukan oleh orang gila, atau
anak-anak yang belum tamyiz.

Dalam akad rahn tidak disyaratkan kedua belah pihak yang
melakukan akad tersebut harus baligh. Menurut jumhur ulama selain
Hanafiyah. Cakap dalam gadai sama dengan halnya kecakapan dalam
jual beli dan akad zabarru’. Hal ini karena gadai merupakan bagian dari
akad tabarru’. Oleh karena itu akad tersebut tidak sah apabila dilakukan
oleh orang yang dipaksa, anak dibawah umur, orang gila, boros dan
pailit.!3

b. Barang yang digadaikan (marhun)

Marhun  adalah harta yang dijadikan sebagai jaminan untuk
mendapatkan pemenuhan haknya, yaitu piutang oleh murtahin kepada
rahin. Ulama fikih sepakat bahwa syarat-syarat marhun sama halnya
dengan syarat-syarat mabi’ (barang yang dijual), agar selanjutnya barang

jaminan ini bisa dijual untuk membayar hutang, apabila rahin tidak

13 Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat (Jakarta: Amzah, 2010), 291.
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mampu membayarnya. Setiap barang yang dapat diperjualbelikan dapat
digadaikan untuk hutang piutang.'* Allah berfirman dalam surah al-
Bagarah : 283

wosTT e s 3 s L Foaizd L san o L& s aaT. . T a3 -

z 7 &)},i- ale <33T (o282 o //t
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“jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai)

sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah

ada barag tanggungan yang dipegang” (Q.S. al-Bagarah: 283)

Barang yang akan dijaminkan harus ada pada saat akad meskipun
tidak lengkap, Barang tersebut telah diterima oleh murtahin (orang yang
memberikan hutang) atau yang mewakilinya

Imam Syafi’i berpendapat bahwa Allah tidak menetapkan satu
hukum kecuali dengan jaminan yang memiliki kriteria jelas dalam proses
serah terima, jika kriteria yang telah ditetapkan tersebut tidak ada, maka
hukumnya juga tidak ada.'6

Imam Maliki berpendapat bahwa dalam gadai wajib ada akad,
rahin diharuskan untuk menyerahkan barang jaminan untuk dikuasai
oleh murtahin, berbeda pendapat dengan imam Syafi’i yang tidak
memperbolehkan murtahin untuk memanfaatkan barang yang telah

digadaikan oleh rahin. Hak pemanfaatan tersebut hanya diperbolehkan

ketika tidak merugikan rahin.

14 bid., 292.
15 Kementrian Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahanya..., 49.
16 Sayyid sabiq, Figih Sunnah..., 188.
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Menurut ulama Hanafiyah, Syarat-syarat marhun  adalah sebagai

berikut;!”

1) Marhun harus bisa dijual

2) Marhun harus berupa harta

3) Menggadaikan kemanfaatan

4) Marhun harus mempunyai nilai

5) Marhun harus jelas dan pasti

c. Utang (marhun bih)

Marhun bih adalah suatu hak karena adanya barang gadaian ini
diberikan. Yaitu tanggungan hutang pihak rahin kepada murtahin.
Adapun menurut ulama Hanafiyah syarat-syarat marhun bih adalah:'®
1) Marhun bih harus merupakan hak yang diberikan kepada pemiliknya.

Karena jika marhun bih bukan sebuah hak yang wajib ia serahkan
kepada pemiliknya, maka tidak ada sebuah alasan untuk memberi
sesuatu yang digadaikan sebagai jaminan.

2) Marhun bih harus berupa hutang yang memungkinkan untuk dipenuhi
dan dibayar dari marhun (barang yang digadaikan). Apabila hutang
tidak memungkinkan terbayarkan oleh barang jaminan, maka gadai
ini hukumnya tidak sah. Karena menerima gadai tujuanya adalah

untuk mendapatkan pelunasan hutang. Maka apabila tidak adanya

17 Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam..., 133.
18 Tbid.
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sesuatu yang menjadi jalan untuk memenuhi tujuanya maka tujuanya
juga tidak ada.!”

3) Hak yang menjadi marhun bih harus diketahui dengan jelas dan pasti.
Oleh sebab itu tidak sah suatu akad gadai dengan marhun bih yang
tidak diketahui dengan jelas dan pasti. Apabila ada seseorang yang
mempunyai dua tanggungan hutang kepada orang lain, kemudian ia
menyerahkan barang gadaian kepadanya sebagai jaminan salah satu
dari kedua orang tersebut tanpa menentukan hutang yang mana, maka
rahn ini hukumnya tidak sah

4) Akad sigat ijab dan gabul

Yang dimaksud dengan sighat akad adalah cara dengan
sebagaimana 7jab dan gabul itu yang termasuk rukun-rukun akad itu
dinyatakan.?? Jadi 7jab dan gabul ini dapat dilakukan dengan cara
lisan maupun tulisan.

Menurut ulama Hanafiyah jjab dari rahin dan gqabul/ dari
murtahin belum sempurna apabila dan berlaku mengikat apabila
belum adanya al-qabdhu (serah terima barang yang dijadikan
jaminan). Dalam hal ini tidak di diharuskan untuk menggunakan kata
rahn, karena yang dianggap dan dipertimbangkan dalam akad adalah

makna dan tujuanya. 2!

19 Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam..., 123.

20 Ahmad Basyir Azhar, Asas-asas Hukum Mu’amalat (Hukum Perdata Islam) (Yogyakarta: UII
Press), 68.

2 Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam..., 111.
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4. Pengambilan Manfaat Barang Gadai
Dalam hal pengambilan manfaat barang yang digadaikan, para ulama
berbeda pendapat, diantaranya Jumhur ulama dan Ahmad. Jumhur ulama
berpendapat bahwa murtahin tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-
barang yang digadaikan tersebut sekalipun rahin mengizinkan untuk
memanfaatkanya, karena hal ini termasuk bagian dari hutang yang menarik
manfaat, sehingga hukumnya riba apabila tetap memanfaatkanya??. Nabi

Muhammad bersabda:
G 6 b o
“Setiap hutang yang menarik manfaat adalah termasuk riba’ (HR.
Harits bin Abi Usamah)
Menurut Imam Ahmad, Ishak, Al-Laits, dan Al-Hasan, jika barang gadaian
berupa kendaraan yang dapat dimanfaatkan dan binatang ternak yang dapat
diambil susunya, maka penerima gadai boleh mengambil manfaat dari
keduanya dengan menyesuaikan biaya pemeliharaan yang dikeluarkan
selama kendaraan atau binatang ternak itu ada padanya. Dalam sebuah
hadis Nabi Muhammad dijelaskan:
A Jo e a o B e B 0 108 Bl 0 4 Bis
Gobsa 013 50 2 Cosdp w55 2800 Ok 04T Clog e
Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan
kepada kami Zakariya' dari 'Amir dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu
dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesuatu (hewan)

yang digadaikan boleh dikendarai untuk dimanfaatkan, begitu juga
susu hewan boleh diminum bila digadaikan". (HR. Bukhari)

22 Hendi Suhendi, Figh..., 107.
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Pengambian manfaat dari benda-benda yang telah digadaikan,
ditekankan pada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan. Sehingga
pemegang barang-barang yang telah digadaikan rahin seperti contoh diatas
wajib untuk melakukan pemeliharaan terhadapnya. 23

Menurut pendapat Buya Yahya, beliau mengatakan Haram
memanfaatkan gadai sawah bagi murtahin, orang yang meminjamkan
uang hendaknya semata-mata karena Allah bukan karena
keuntungan. Dalam Islam melarang adanya memanfaatkan
kesempatan dalam kesempitan. Orang butuh pasti nekat dan biasanya
izinyanya pun karena terpaksa karena ia harus membayar hutang. Dan
kehilangan kesempatan memanfaatkan barang gadaian. Meskipun
orang itu kaya tetap harus dijaga. Peminjam uang menggarap sawah
boleh tetapi ada hitungannya, yaitu sewa dan sewanya dipotong
kepada hutang rahin, sadenh ada nilainya jika murtahin menggarap
tanah rahin secara otomatis hutang rahin berkurang sesuai dengan
kesepakatan. Jika memakai begitu saja tidak boleh karena bukan akad
sewa. Bisa jadi mengizinkan karena takut tidak diberikan piutangnya.
Dari mana mau bayar hutangnya sedangkan tanahnya dikelola oleh
murtahin.

5. Resiko Kerusakan Marhun

Apabila marhun dalam penguasaan murtahin, maka murtahin tidak
wajib untuk menggantinya, kecuali apabila rusak atau hilangnya marhun
karena kelalaian murtahin. Menurut Imam Hanafi, apabila murtahin yang
memegang marhun maka murtahin lah yang akan menanggung resiko
kerusakan maupun kehilangan marhun , baik karena lalai ataupun tidak.

Dari dua pendapat tersebut dapat disimpulkan letak perbedaan
pendapat. Menurut Imam Hanafi murtahin wajib untuk menanggung resiko
kerusakan maupun kehilangan marhun , baik itu karena lalai maupun tidak.

Sedangkan menurut imam Syafi’i murtahin menanggung resiko apabila

23 Hendi Suhendi, Figh..., 109.
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marhun itu rusak atau hilang disebabkan oleh murtahin >* Dalam sebuah
hadis Nabi Muhammad dijelaskan:

st ale 13 W an o 2 230 BN
“Barang yang digadaikan tidak boleh dihalangi dari pemiliknya,

baginya setiap keuntungan yang dihasilkan dan ia yang bertanggung
jawab apabila ada kerugian (biaya) > (HR. al-Hakim)*6
6. Berakhirnya Akad Gadai

Dalam akad gadai, apabila pihak yang berhutang meninggal dan ahli
warisnya masih anak-anak, maka barang yang digadaikan akan dijual untuk
melunasi hutangnya. Jika ahli warisnya sudah dewasa, maka merekalah
yang akan menggantikan dan berkewajiban untuk menyelesaikan akad
sampai hutangnya lunas. Apabila yang meninggal adalah dari pihak
pemegang gadai juga tidak mengakibatkan berakhirnya akad gadai, namun
akan dilanjutkan oleh ahli warisnya guna untuk menjamin hak atas
piutangnya. %’

Orang yang menggadaikan juga boleh untuk membatalkan barang
gadaianya sebelum menyerahkannya. Dalam kata lain rahin boleh

membatalkan transaksi gadai sebelum menyerahkan barang yang akan

digadaikan.?® Allah berfirman dalam surah al-Bagarah: 283,

24 Hendi Suhendi, Figh..., 110.

25 Al-Qadhi Abu Syuja, Figih Sunnah Imam Syafi’i, terj. Rizki Fauzan (Depok: Fathan Media
Prima), 259.

26 Al-Husain bin Mas’ud al-Baghwi, Sharh al-Sunnah (Beirut: Maktabah Islamiyah, 1983), 184.

27 Ahmad Basyir Azhar, Asas-asas Hukum Mu’amalat (Hukum Perdata Islam) (Yogyakarta: UII
Press), 132.

28 A1-Qadhi Abu Syuja, Figih Sunnah Imam Syafi’i..., 259
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“Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang” (Q.S. al-
Baqgarah: 283)%°

Apabila barang gadai tersebut telah dikembalikan kepada rahin
dengan kenginan murtahin maka akadnya menjadi batal?* Untuk menjaga
agar tidak ada pihak yang dirugikan maka tidak diperbolehkan adanya
syarat-syarat misalnya pada akad gadai mengucapkan “apabila rahin tidak
mampu membayar hutangnya maka marhun akan menjadi milik murtahin
sebagai ganti pelunasan hutang”. Dari perkataan ini bisa jadi rahin yang
diuntungkan jika tanah tersebut nilainya lebih kecil dibandingkan dengan
hutangnya kepada murtahin, disisi lain bisa jadi yang diuntungkan adalah
pihak murtahin jika marhun tersebut nilainya lebih tinggi dibandingkan
dengan piutangnya pada rahin. Apabila orang yang menerima gadai telah
menerima sebagian dari uang tebusan, maka barang yang digadaikan tidak
berhak untuk dikembalikan kecuali sudah dilunasi seluruh hutangnya
kepada murtahir®!. Atau pihak rahin membebaskanya’?

Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan rahin belum bisa
melunasi hutangnya maka murtahin mempunyai hak untuk menjual marhun
dengan harga umum, baik dibeli oleh murtahin sendiri maupun dijual
kepada pihak lain. Dan hasilnya diambil oleh murtahin sebesar piutangnya

pada rahin dan selebihnya diberikan kepada rahin. Apabila penjualan

2 Kementrian Agama Rl, A/-Qur’an dan Terjemahanya..., 49.
30 Sayyid Sabiq, Figih Sunnah ..., 191.

31 Sayyid, Figih Sunnah 4. .., 259.

32 Ibid., 191.
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marhun kurang dari jumlah hutangnya kepada murtahin maka rahin masih
mempunyai tanggungan hutang kepada murtahin. 33
Mu’awiyah bin Abdullah bin Ja’far meriwayatkan bahwa ada seorang
yang telah menggadaikan rumahnya di Madinah dalam jangka waktu
tertentu, sesudahnya jatuh tempo pihak rahin masih belum bisa melunasi
hutangnya, kemudian pihak murtahin menyatakan bahwa rumah tersebut
adalah miliknya**. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad dijelaskan:
Wk sieg 4 A il e e A Y
“Janganlah pemegang harta gadai menghalangi hak atas barang gadai
tersebut dari rahin yang telah menggadaikan. rahin berhak untuk

memperoleh bagianya dan dia berkewajiban untuk membayar
dendanya”

Dari hadis tersebut jelas bahwa rahin masih mempunyai hak terhadap
barang yang telah digadaikan. Memberikan kesempatan untuk memperoleh
keringanan waktu untuk melunasi hutangnya atau menjual barang yang

telah digadaikan kemudian dibagi sesuai dengan porsinya masing-masing.

B. Konsep Gadai Dalam UU No. 56 Prp Th. 1960
Dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 10 UU No. 56 Prp Th. 1960 tentang
Penetapan Luas Tanah Pertanian ini diatur tentang batasan waktu penguasaan
lahan pertanian yang dijadikan jaminan gadai agar tidak merugikan
kepentingan umum, maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui

batas tidak diperbolehkan

33 Hendi Suhendi, Figh Muamalah..., 110.
34 Sayyid Sabiq, Figih Sunnah..., 191.
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Dalam Peraturan ini diatur pula mengenai gadai tanah pertanian. Yang
dimaksud dengan gadai ialah hubungan antara seseorang dengan tanah
kepunyaan orang lain, yang mempunyai utang uang padanya Selama utang
tersebut belum dibayar lunas maka tanah itu tetap berada dalam penguasaan
yang meminjamkan atau pemegang-gadai. Selama itu hasil tanah seluruhnya
menjadi hak pemegang gadai, yang dengan demikian merupakan bunga dari
utang tersebut. Penebusan tanah itu tergantung pada kemauan dan
kemampuan yang menggadaikan. Banyak gadai yang berlangsung bertahun-
tahun, berpuluh tahun, bahkan ada pula yang dilanjutkan oleh para ahliwaris
penggadai dan pemegang gadai karena penggadai tidak mampu untuk
menebus tanahnya kembali. Dalam beberapa daerah dikenal pula gadai di
mana hasil tanahnya tidak hanya merupakan bunga, tetapi merupakan pula
angsuran. Gadai demikian itu disebut dengan “jual-gangsur’

Berlainan dengan gadai-biasa maka dalam jual-gangsur setelah lampau
beberapa waktu tanahnya kembali kepada penggadai tanpa membayar uang
tebusan). Besarnya uang gadai tidak saja tergantung pada kesuburan tanahnya
tetapi terutama pada kebutuhan penggadai akan kredit. Oleh karena itu tidak
jarang tanah yang subur digadaikan dengan uang gadai yang rendah. Biasanya
orang menggadaikan tanahnya hanya bila ia berada dalam keadaan yang
sangat mendesak. Jika tidak mendesak kebutuhannya maka biasanya orang
lebih suka menyewakan tanahnya. Berhubung dengan hal-hal di atas itu maka
kebanyakan gadai itu diadakan dengan imbangan yang sangat merugikan

penggadai dan sangat menguntungkan pihak pelepas uvang. Dengan demikian
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maka teranglah bahwa gadai itu menunjukkan praktik-praktik pemerasan, hal
mana bertentangan dengan azas sosialisme Indonesia. Oleh karena itu maka di
dalam Undang-Undang Pokok Agraria hak gadai dimasukkan dalam golongan
hak-hak yang sifatnya “sementara”, yang harus diusahakan.

Tanah-tanah yang selebihnya dari maksimum diambil oleh Pemerintah,
yaitu jika tanah itu milik orang bersangkutan. Kalau tanah yang selebihnya itu
tanah gadai maka harus dikembalikan kepada yang empunya. Di dalam
pengembalian tanah-tanah gadai tersebut tentu akan timbul persoalan tentang
pembayaran kembali uang-gadainya. Peraturan ini memecahkan persoalan
tersebut, dengan berpedoman pada kenyataan sebagai yang telah diuraikan di
atas. yaitu, bahwa dalam praktiknya hasil tanah yang diterima oleh pemegang-
gadai adalah jauh melebihi bunga yang layak daripada uang yang dipinjamkan.
Menurut perhitungan maka uang-gadai rata-rata sudah diterima kembali oleh
pemeganggadai dari hasil tanahnya dalam waktu 5 sampai 10 tahun, dengan
ditambah bunga yang layak (10%). Berhubung dengan itu maka ditetapkan,
bahwa tanah-tanah yang sudah digadai selama 7 tahun (angka tengah tengah
di antara 5 dan 10 tahun) atau lebih harus dikembalikan kepada yang
empunya, tanpa kewajiban untuk membayar uang tebusan. Mengenai gadai
yang berlangsung belum sampai 7 tahun, pula mengenai gadai-gadai baru
diadakan ketentuan dalam pasal 7 ayat 2 dan 3, sesuai dengan azas-azas
tersebut di atas.

Terkait batasan waktu gadai diatur dalam Dalam Pasal 7 UU. No. 56 Prp

Th. 1960 yang berbunyi;



(1)

)

)
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Barangsiapa menguasai tanah-pertanian dengan hak gadai yang pada
waktu mulai berlakunya Peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau
lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu
sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak
untuk menuntut pembayaran uang tebusan.

Mengenai hak gadai yang pada mulai berlakunya Peraturan ini belum
berlangsung 7 tahun, maka pemilik tanahnya berhak untuk memintanya
kembali setiap waktu setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan

membayar uang-tebusan yang besarnya dihitung menurut rumus:
(7+%)—Waktu Berlangsungnya Hak Gadai X Uang Gadai =

7
dengan ketentuan bahwa sewaktu-waktu hak-gadai itu telah berlangsung 7
tahun maka pemegang-gadai wajib mengembalikan tanah tersebut tanpa
pembayaran uang tebusan, dalam waktu sebulan setelah tanaman yang
ada selesai dipanen.
Ketentuan dalam ayat 2 pasal ini berlaku juga terhadap hak-gadai yang
diadakan sesudah mulai berlakunya Peraturan ini

Kemudian agar ketentuan-ketentuan Peraturan ini dapat berjalan dan

dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka dalam pasal 10 diadakan sanksi-

sanksi pidana seperlunya.

(1)

a.
b.

(2)
3)

(4)

Dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau
denda sebanyak-banyaknya Rp 10.000,:

barangsiapa melanggar larangan yang tercantum dalam pasal 4;
barangsiapa tidak melaksanakan kewajiban tersebut pada pasal 3, 6 dan 7
(1);

barangsiapa melanggar larangan yang tercantum dalam pasal 9 ayat 1 atau
tidak melaksanakan kewajiban tersebut pada pasal itu ayat 2.

Tindak pidana tersebut pada ayat 1 pasal ini adalah pelanggaran

Jika terjadi tindak-pidana sebagai yang dimaksud dalam ayat 1 huruf a
pasal ini maka pemindahan hak itu batal karena hukum, sedang tanah
yang bersangkutan jatuh pada Negara, tanpa hak untuk menuntut ganti-
kerugian berupa apapun

Jika terjadi tindak-pidana sebagai yang dimaksud dalam ayat 1 huruf b
pasal ini, maka kecuali di dalam hal termaksud dalam pasal 7 ayat (1)
tanah yang selebihnya dari luas maksimum jatuh pada Negara yaitu jika
tanah tersebut semuanya milik terhukum dan/atau anggota-anggota
keluarganya, dengan ketentuan, bahwa ia di beri kesempatan untuk
mengemukakan keinginannya mengenai bagian tanah yang mana yang
akan dikenakan ketentuan ayat ini. Mengenai tanah yang jatuh pada
Negara itu ia tidak berhak atas ganti-kerugian berupa apapun.



BAB III

PRAKTIK GADAI SAWAH DI DESA JAMBESARI KECAMATAN
PONCOKUSUMO KABUPATEN MALANG

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kehidupan masyarakat desa umumnya memiliki karakter gotong royong
dan solidaritas yang tinggi. Karena pada dasarnya lingkungan atau wilayah
tempat tinggal sangat mempengaruhi watak dan sikap seseorang. Sehingga
karakteristik suatu masyarakat akan berbeda dengan masyarakat wilayah
lainya. Begitu pula dengan yang terjadi pada masyarakat Di Desa Jambesari
Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, yang dipengaruhi oleh beberapa
faktor antara lain;
1. Letak Geografis

Topografi ketinggian desa Jambesari adalah berupa daratan sedang
yaitu sekitar 600 m di atas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS
kabupaten Malang tahun 2018, selama tahun 2018 curah hujan di Desa
Jambesari rata-rata mencapai 2000 mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada
bulan Desember hingga mencapai 3000 mm yang merupakan curah hujan
tertinggi selama kurun waktu 2015-2018.

Secara Geografis, Desa Jambesari terletak di wilayah Kecamatan
Poncokusumo Kabupaten Malang dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-
desa tetangga yaitu:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan: Desa Ngebruk

b. Sebelah Barat berbatasan dengan: Desa Ngembal Kecamatan Wajak
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c. Sebelah Selatan berbatasan dengan: Desa Ngembal Kecamatan Wajak
d. Sebelah Timur berbatasan dengan: Desa Karanganyar

Jarak tempuh Desa jambesari ke Ibu Kota Kecamatan adalah 5 km,
yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 15 menit. Sedangkan jarak
tempuh ke Ibu Kota Kabupaten adalah 25 km, yang dapat ditempuh dengan
waktu sekitar 60 menit.

2. Kondisi dan Ciri Geologis Wilayah

Luas Wilayah Desa Jambesari adalah 600 Ha. Luas lahan yang ada
terbagi ke dalam beberapa peruntukan, yang dapat dikelompokkan seperti
untuk fasilitas umum, pemukiman, pertanian, perkebunan, kegiatan
ekonomi dan lain-lain.

Luas lahan yang diperuntukkan untuk pemukiman adalah 195 Ha.
Luas lahan yang diperuntukkan untuk pertanian adalah 201,4 Ha. Luas
lahan untuk ladang tegalan adalah 173,25 Ha. Sedangkan luas lahan untuk
fasilitas umum adalah sebagai berikut: untuk perkantoran 0,250 Ha,
sekolah 1,2 Ha, Jalan 15 Ha, sungai dan saluran 11,3 Ha dan tempat
pemakaman umum 2,1 Ha, Pondok Pesantren 0,5 Ha.

Wilayah Desa Jambesari secara umum mempunyai ciri Geologis
berupa lahan tanah hitam yang sangat cocok sebagai lahan pertanian dan
perkebunan. Secara prosentase kesuburan tanah Desa Jambesari tergolong
tingkat kesuburannya sedang dengan luas 463 Ha. Hal ini memungkinkan
tanaman padi untuk dapat panen dengan menghasilkan 7,2 ton/ ha.

Tanaman jenis palawija juga cocok ditanam di sini.
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Berdasarkan data yang masuk tanaman palawija seperti kacang tanah,
kacang panjang, jagung, padi, tebu dan ubi kayu, ubi jalar, serta tanaman
buah seperti, pepaya, lengkeng, jeruk, semangka dan pisang juga mampu
menjadi sumber pemasukan (income) yang cukup handal bagi penduduk
desa ini. Untuk tanaman perkebunan, jenis tanaman tebu merupakan
tanaman handalan.

Jenis tanah gembur dan liat Desa Jambesari ini sangat bagus sebagai
lahan pertanian, pemukiman dan jalan, karena cenderung tidak labil.
Karenanya, masyarakat Desa Jambesari masih menyukai rumah dari
tembok bangunan . Sebab bangunan tembok, kalau pondasinya tidak
maksimal kuat tidak beresiko pecah dan tidak membahayakan jiwa
penduduk. Seluruh bangunan pemukiman di Desa Jambesari terbuat dari
tembok bangunan dan kayu, hanya sekitar 2 % dari jumlah rumah di Desa
Jambesari yang masih terbuat dari kayu papan dan bambu.

Keberadaan tekstur tanah liat tidak bergerak juga membuat jalan-
jalan tidak cepat rusak. Karenannya, pilihan teknologi untuk membangun
jalan dari bahan-bahan yang relatif bertahan lama menjadi pilihan utama.

3. Sejarah Desa

Sejarah Desa Jambesari tidak terlepas dari sejarah Masyarakat
Jambesari di Kabupaten Malang. Dari cerita turun menurun di masyarakat,
Desa ini awalnya di “babat alas” oleh Sarimah dan Sariami. Desa ini
sebelumnya banyak ditumbuhi pohon pinang “Jambe” yang mempunyai

banyak manfaat untuk masyarakat, oleh karena Desa didesa ini belum ada
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namanya maka oleh mbah Siti Patimah dinamakan Desa Jambesari dengan
Kepala Desa yang bernama Mbah Kerto adalah Kepala Desa yang
dermawan. Yang ditunjuk masyarakat setempat untuk menjadi pemimpin
desa. Mengingat wilayah Desa Jambesari ini sangat luas dan berpencar
makan desa ini dibagi menjadi 3 Pedukuhan yaitu, Dukuh Pabrikan, Dukuh
Sumberjambe dan Dukuh Sumbersari.

Adapun kepala desa yang pernah menjabat hingga sekarang adalah
sebagai beriikut:
a. Mbah Kerto pada masa penjajahan Belanda
b. Karim tahun 1939 sd. tahun 1942

. Sabin tahun 1942 sd. tahun 1987

o

d. Drs. M. Yahya tahun 1987 sd. tahun 2003

[¢]

. Asmad tahun 2003 sd. tahun 2013
f. Imam tahun 2013 sd. tahun 2019

4. Demografis/ Kependudukan

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2019,

jumlah penduduk Desa Jambesari adalah 7.061 jiwa, dengan rincian 3558
laki-laki dan 3503 perempuan. Jumlah penduduk demikian ini tergabung
dalam 1925 KK. Agar dapat mendeskripsikan dengan lebih lengkap tentang
informasi keadaan kependudukan di Desa Jambesari maka perlu
diidentifikasi jumlah penduduk dengan menitikberatkan pada klasifikasi
kelomok umur. Untuk memperoleh informasi ini maka perlulah dibuat tabel

sebagai berikut:
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Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Desa Jambesari Per Dusun
Jumlah KK Jumlah jiwa
Dusun Lk Pr Laki-laki Perempuan Total

Pabrikan 495 52 1.022 998 2.012
Sumberjambe 585 50 1.242 1.193 2.440
Sumbersari 672 71 1.309 1.312 2.609
Jumlah 1.925 3.558 3.503 7.061

Adapun jumlah penduduk menurut kelompok umur adalah sebagai
berikut : Data di atas bahwa penduduk usia produktif usia 20 — 49 tahun di
Desa Jambesari sekitar 3433 atau 48,6 %. Hal ini merupakan modal
berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan Sumber Daya Manusia
(SDM). Dari data tersebut menunjukkan peluang besar bagi warga untuk
melakukan praktik gadai sawah.

Tingkat kemiskinan di Desa Jambesari termasuk menurun. Dari
jumlah 1.902 KK di atas, sejumlah 457 KK tercatat sebagai pra sejahtera,
648 KK tercatat keluarga sejahtera I, 234 KK tercatat keluarga sejahtera
I, 437 KK tercatat keluarga sejahtera III dan 126 KK sebagai sejahtera III
plus. Jika KK golongan pra-sejahtera dan KK golongan I digolongkan
sebagai KK golongan miskin, maka lebih 25 % KK Desa Jambesari 478
adalah keluarga miskin.

5. Pendidikan

Eksistensi pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan
tingkat kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan tingkat
perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi

maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada
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gilirannya akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan
lapangan kerja baru. Dengan sendirinya akan membantu program
pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan.
Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematika berpikir atau
pola pikir individu, selain mudah menerima informasi yang lebih maju dan

tidak gagap teknologi. Dibawah ini adalah tabel yang menunjukkan tingkat

pendidikan.
Tabel 2.2
Tamatan Sekolah Masyarakat
No Keterangan Jumlah Prosentase
1. | MasihSekolahSD /SLTP/SLTA 1.047 14,80%
2. | Tamat Sekolah SD 4.422 62,50%
3. | Tamat Sekolah SMP 905 12,79%
4. | Tamat Sekolah SMA 522 7,38%
5.| Tamat Sekolah DI, D II 22 0,30%
6. | Tamat Sekolah D III 21 0,30%
7.| Tamat Sekolah S 1 51 0,72%
8. | Tamat Sekolah S II 11 0,16%
9. | Tamat Sekolah S IIT 0 0,00%
10. | Buta Huruf 75 1,05%
Jumlah Total 7.076 100,00%

Rentetan data kualitatif di atas menunjukan bahwa mayoritas
penduduk Desa Jambesari hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang
pendidikan wajib belajar 9 tahun (SD dan SMP). Dalam hal kesediaan
sumber daya manusia (SDM) belum bisa dikatakan memadahi dan
mumpuni. Oleh karena itu keadaan ini berpengaruh terhadap pemahaman
masyarakat terhadap suatu ilmu, khususnya dalam mempraktikkan akad
gadai sawah dengan benar sesuai dengan peraturan yang ada, baik secara

hukum Islam maupun hukum positif.
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Rendahnya kualitas pendidikan di Desa Jambesari, tidak terlepas dari
terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada, selain itu masalah
ekonomi dan pandangan hidup masyarakat. Sarana pendidikan di Desa
Jambesari baru tersedia di level pendidikan dasar (SD), sementara akses ke
pendidikan lanjutan pertama dan menengah ke atas berada di tempat lain
yang jauh. solusi bagi persoalan rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM)
di Desa Jambesari yaitu melalui pelatihan dan kursus. Namun juga belum
tersedia. Tingkat pendidikan yang rendah inilah yang menjadi salah satu
faktor kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap praktik gadai sawah.

6. Mata Pencaharian

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Jambesari
dapat teridentifikasi ke dalam beberapa golongan yaitu pertanian,
jasa/perdagangan, sektor lain-lain. masyarakat yang bekerja disektor
pertanian berjumlah 270 orang, yang bekerja disektor jasa berjumlah 1.088
orang, dan bekerja di sektor lain-lain 678 orang. Dengan demikian jumlah
penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 2.036 orang.

Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian.

Tabel 2.3
Mata Pencaharian Penduduk
No Macam Pekerjaan Jumlah Prosentase
1. | Pertanian 270 orang 12,26 %
2. | Jasa/ Perdagangan
1. Jasa Pemerintahan 12 orang 0,54 %
2. Jasa Perdagangan 125 orang 5,68 %
3. Jasa Angkutan 45 orang 2,04 %
4. Jasa Ketrampilan 274 orang 12,45 %
5. Jasa lainnya 593 orang 26,93 %
6. Jasa Pendidikan 39 orang 1,77 %
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3. | Sektor lain 844 orang 38,33 %
Jumlah 2.202 orang 100 %

Dengan melihat data di atas maka angka pengangguran di Desa
Jambesari masih cukup tinggi. Berdasarkan data lain dinyatakan bahwa
jumlah penduduk usia 17 — 55 yang belum bekerja berjumlah 245 orang
dari jumlah angkatan kerja sekitar 4.589 orang. Angka-angka inilah yang
merupakan kisaran angka pengangguran di Desa Jambesari.

Dari data tersebut juga bisa kita lihat banyaknya masyarakat yang
bekerja sebagai petani menandakan banyaknya kepemilikan tanah oleh
masyarakat di Desa Jambesari. Yang berpeluang menjadikan tanah sebagai
objek dalam transaksi gadai sawah.

7. Kondisi Pemerintahan Desa

Keberadaan Rukun Tetangga (RT) sebagai bagian dari satuan
wilayah pemerintahan Desa Jambesari memiliki fungsi yang sangat berarti
terhadap pelayanan kepentingan masyarakat wilayah tersebut, terutama
terkait hubungannya dengan pemerintahan pada level di atasnya. Dari
kumpulan Rukun Tetangga inilah sebuah Pedukuhan (Rukun Warga; RW)
terbentuk.

Wilayah Desa Jambesari terdiri dari 28 Rukun Tetangga (RT), 06
Rukun Warga (RW) yang tergabung di dalam 3 Dusun yaitu:

a. Pabrikan
b. Sumberjambe

¢. Sumbersari
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Dari wilayah yang terbagi hanya menjadi 3 Dusun tidak menutup
kemungkinan untuk masyarakat saling bekerjasama antar dusun, karena
letaknya yang berdekatan sehingga memudahkan mereka melakukan
berbagai transaksi, diantaranya adalah, jual-beli, kerjasama pertanian, dan
hutang piutang dengan akad gadai sawah.

8. Keadaan Perekonomian

Tingkat kemajuan sosial dapat dilihat dari segi pendidikan suatu
masyarakat. Sedangkan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat
dapat dilihat dari segi perekomonianya juga dari segi kemampuan dalam
memenuhi kebutuhan, baik primer, sekunder maupun tersier. Namun yang
lebih diutamakan adalah kebutuhan primer diantaranya, kebutuhan
sandang, pangan dan papan. Mayoritas penduduk Desa Jambesari
Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang bekerja sebagai petani, dan
beberapa sebagai pedagang dan Peternak. Letak daerah tersebut cukup jauh
dari jalan raya karena terletak di antara sawah dan pekarangan.

Mayoritas masyarakat Desa Jambesari Bekerja sebagai petani, mulai
dari sayur, buah, palawija dsb. Selama menunggu panen mereka masing-
masing mempunyai pekerjaan sampingan, ada yang bekerja sebagai
peternak, pedagang makanan kecil, dan juga ada yang bekerja sebagai
buruh tani. Meskipun berbagai macam pekerjaan sudah dilakukan masih
ada pula yang kebutuhanya belum tercukupi karena, Keadaan panen dengan
harga yang tak menentu, ada beberapa hal yang sifatnya mendadak dan ada

pula kebutuhan besar seperti untuk acara resepsi, tasyakuran dsb. Dari
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beberapa keadaan tersebut menjadikan salah satu faktor pendorong bagi
petani untuk menggadaikan tanahnya untuk memenuhi kebutuhanya.
B. Praktik Gadai Sawah Di Desa Jambesari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten
Malang
1. Latar Belakang Praktik Gadai Sawah

Mayoritas penduduk Desa Jambesari Kecamatan Poncokusumo
Kabupaten Malang bermata pencaharian sebagai petani karena tanahnya
yang subur, baik itu pekarangan, tegalan maupun sawah, yang dikelola baik
kalangan muda, tua, laki-laki maupun perempuan. Sehingga tanahlah yang
menjadi sasaran utama sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan sehari-
hari. Salah satunya dijadikan barang jaminan sebagai konsekuensi atas akad
hutang-piutang dalam akad gadai.

Gadai dalam pandangan masyarakat Desa Jambesari Kecamatan
Poncokusumo Kabupaten Malang merupakan sebuah akad hutang piutang
dengan menjaminkan sesuatu (tanah) dari penggadai kepada penerima
gadai kemudian tanah tersebut dikuasai oleh murtahin untuk dimanfaatkan
dengan batasan waktu tertentu, ada pula yang menggadaikan tanahnya
tanpa batasan waktu.!

Apabila penggadai tidak mampu untuk membayar hutangnya maka
tanah tersebut tetap dimanfaatkan oleh murtahin Sampai murtahin bisa
melunasi hutangnya.? Akad gadai sawah tersebut sering terjadi antar

individu, biasanya penggadai mencari orang yang dirasa mampu untuk

! Anik Anggraini, Wawancara, Pabrikan, 24 juli 2019.
2 Jumali, Wawancara, Sumberjambe, 24 Mei 2019.
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memberikan hutang kepadanya sejumlah uang yang ia butuhkan. Untuk
pelaksanaan praktik gadai sawah ini tidak ada acuan tertentu, hanya saja
mengacu pada kebiasaan masyarakat Desa Jambesari Kecamatan
Poncokusumo Kabupaten Malang yang sudah berlangsung turun temurun.
Terjadinya gadai sawah tersebut beragam, antara seseorang dengan
orang lainya berbeda-beda. Antara lain karena kebutuhan mendadak,
kebutuhan sehari-hari, untuk resepsi pernikahan. Seperti contoh gadai
sawah yang dilakukan oleh warga Dusun Pabrikan yaitu Bapak Tunari.
Beliau menggadaikan tanahnya kepada Bapak Sarmidi. beliau mengatakan:
“nggeh sawah niki tak gadekne gawe mantu anak wedok seng
mbarep’ 3

“ya tanah ini saya gadaikan untuk acara pernikahan anak yang
pertama”

Maksudnya tanah tersebut digadaikan untuk keperluan resepsi anak
perempuan Bapak Tunari yang pertama. Selain contoh diatas gadai juga
dilakukan oleh Bapak Senari kepada Bapak Sanuri yang merupakan kakak
ipar dari Bapak Senari. Beliau mengatakan,

“lha nginiki ra onok pemasukan babar blas moro-moro slametane

mbok karo bapak bareng, kacek o yo ra onok sak wulan. Lha kate
golek duwek nandi maneh lek gak gadekne sawah 4

“dalam keadaan seperti ini tidak ada pemasukan sama sekali, tiba-
tiba acara hajatan untuk Bapak ibu jaraknya tidak ada satu bulan.
Mau cari uang dari mana kalau tidak dari menggadaikan sawah”

Maksud dari perkataan tersebut adalah Bapak Senari menggadaikan

tanahnya untuk acara peringatan hari menginggalnya ibu dan Bapak dengan

3 Tunari, Wawancara, Pabrikan, 28 Mei 2019.
* Senari, Wawancara, Sumberjambe, 27 Mei 2019.



48

waktu yang sangat dekat yang jaraknya tidak ada satu bulan. Beliau
mengatakan mau cari uang kemana lagi kalau tidak menggadaikan sawah.

Faktor lain adalah untuk modal usaha, seperti yang dilakukan oleh
Bapak Yusuf yang menggadaikan tanahnya kepada Ibu Sulikah, beliau
adalah seseorang yang termasuk pedagang sayur sukses. Beliau mengatakan
Bapak Yusuf menggadaikan tanahnya selama 5 tahun dengan piutang yang
diberikan busulikan sebanyak 100 juta dan Bapak Yusuf memperpanjang
waktu gadai dengan tambahan waktu selama 3 tahun lagi dengan dengan
hutang sebesar 50 juta, jadi total keseluruhan adalah 150 juta dalam jangka
waktu 8 tahun, namun beberapa waktu lalu Bapak Yusuf tidak ada kabar
keberadaanya, yang seharusnya sudah jatuh tempo pada tahun 2019 ini.>

2. Pelaksanaan Praktik Gadai Sawah

Menurut pendapat Bapak Eko Agus selaku Kepala Dusun Pabrikan,
beliau mengatakan bahwa masyarakat Desa Jambesari mengenal Gadai
sawah sebagai bentuk hutang piutang dengan barang jaminan yaitu sawah.
Proses Pertama yaitu pihak yang membutuhkan uang datang kepada
seseorang yang sekiranya mempu untuk memberikan pinjaman uang.
Kemudian mereka membuat perjanjian secara lisan terkait jumlah uang
yang dibutuhkan dan waktu gadai sawah tersebut, setelah mereka sepakat
kemudian tanah tersebut menjadi jaminan atas hutangnya dan dikelola oleh

pihak pemberi hutang selama perjanjian berlangsung. ¢

5 Sulikah, Wawancara, Sumberjambe, 26 Mei 2019.
¢ Eko Agus, Wawancara, Pabrikan, 27 Mei 2019.
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Praktik gadai sawah ini biasa dilakukan oleh kalangan petani secara
khusus yakni individu dengan individu. Pelaksaan akad atau perjanjian
gadai sawah ini sudah menganut adat atau budaya yang berlaku dan sudah
turun termurun dilakukan serta tidak mengacu pada tata cara menurut
hukum Islam maupun berdasarkan Undang-undang. Terkait jaminan yang
digunakan adalah sawah, dan pemanfaatan tanah tersebut secara otomatis
akan dipegang dan dimanfaatkan oleh penerima gadai.’

Penggadai datang ke kediaman penerima gadai dan menyampaikan
tujuanya Sebelum akad gadai berlangsung. Jika sudah dipastikan penggadai
sudah mengetahui keadaan sawah yang akan digadaikan dan telah
menyepakati akad ini maka terjadilah kesepakatan diantara keduanya.
Secara umum akad gadai sawah ini terjadi apabila seseorang membutuhkan
uang dalam jumlah yang besar. Dan ingin mendapatkanya segera dengan
proses yang mudah dan cepat. Seperti yang dilakukan oleh Bapak Sanan
warga RT 27 RW 06 yang menggadaikan tanahnya kepada saudaranya
untuk keperluan usaha, yakni untuk membangun kandang ayam petelur.?

Selanjutnya sebelum akad gadai sawah ini terjadi, maka terlebih
dahulu pihak penerima gadai untuk memastikan keadaan sawah, perkiraan
harga, kemudian murtahin akan memberikan piutang kepada rahin
sejumlah uvang dengan patokan tidak melebihi batas harga jual tanah yang
digadaikan tersebut. Hal ini bertujuan untuk menyamakan kesepakatan

antara penggadai dan penerima gada.

7 Sanun, Wawancara, Sumberjambe, 10 Juni 2019.
8 Sanan, Wawancara, Jambesari, 27 Mei 2019.
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Praktik gadai lain dilakukan oleh warga Dusun Sumberjambe, yaitu
keluarga Almarhum Mbok Marsiem yaitu anaknya yang pertama bernama
Tasuwan menggadaikan tanahnya dan mendapat piutang 1 ekor sapi
kepada Almarhum pak Mail. Akad ini sudah berlangsung selama + 40
Tahun akhirnya cucunya berusaha untuk menebus tanah tersebut kepada
keluarga Bapak Mail skitar + 20 Tahun yang lalu, namun pihak keluarga
Bapak Mail Menolak dengan alasan belum puas dalam mengelola tanah
tersebut. Setelah 20 tahun kemudian keluarga Mbok Marsiem kembali
dengan menuntut tenah tersebut agar kembali kepada pihak keluarga Mbok
Marsiem dan mengupayakan untuk menebusnya dengan uang sejumlah Rp.
60.000.000,- akhirnya oleh pihak penerima gadai tanah tersebut
dikembalikan kepada keluarga Mbok Marsiem.’

Secara singkat proses Gadai Sawah di Desa Jambesari Kecamatan
Poncokusumo Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

a. Penggadai datang kepada murtahin menyampaikan maksudnya dalam
hal hutang-piutang

b. Penerima gadai mempertimbangkan terkait jumlah hutang yang
disesuaikan dengan keadaan tanah

c. Membuat kesepakatan gadai sawah antara penggadai dan penerima
gadai.

d. Kemudian setelah piutang diberikan oleh penerima gadai, tanah tersebut

diberikan kepada penerima gadai untuk dijadikan jaminan sampai

% Ba’i, Wawancara, Sumberjambe, 13 Juni 2019.
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penggadai dapat melunasi hutangnya sesuai waktu yang telah
ditetapkan.

e. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan penggadai belum
mampu untuk membayar hutangnya maka tanah tersebut tetap berada
dalam kekuasaan penerima gadai sampai waktu yang tidak ada batasnya,
sehingga penggadai mampu untuk melunasi hutangnya.

f. Pemanfaatan berada ditangan penerima gadai

Tabel 3.1
Daftar Pelaku Gadai
No Nama Luas Tanah Hutang Jangka Keperluan
Waktu

1.| Tunari 200 M Rp. 4.000.000 4 Tahun | Kebutuhan
resepsi

2. | Senari 300 M Rp. 3.000.000 2 Tahun | Hajatan

3.| Anik A 1 Ha Rp. 25.000.000 | - Modal usaha

4.| Harun 1.500 M Rp. 15.000.000 | 2 Tahun | Kebutuhan
resepsi

5.| Marsiem | 1.619 M 1 ekor sapi - Kebutuhan
sehari-hari

6.| Yusuf 700 M Rp. 100.000.000 Modal Usaha

7.| Senari 1.500 M Rp. 50.000.000 | 2 Tahun | Kebutuhan
Pemilu

8.| Sutrami 1.500 M Rp. 22.000.000 | 3 Tahun | Biaya ke
Thaiwan

9.| Sudar 2.000 M Rp. 30.000.000 | 2 Tahun | Biaya
Melahirkan

Tabel tersebut menunjukkan bahwasanya alasan masing-masing
pelaku gadai berbeda-beda, mulai digunakan untuk kebutuhan sehari-hari,
modal usaha, kebutuhan hajatan, untuk biaya keluar negeri sampai biaya
melahirkan. Jumlah hutangnya pun berbeda-beda mulai dari jumlah kecil
yaitu Rp. 4.000.000 sampai dengan Rp. 100.000.000. Terkait dengan

patokan hutang tidak ada batasan. Namun tetap tidak melebihi kisaran
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harga sawah yang digadaikan. Mereka meminjam uang disesuaikan dengan
kebutuhan. Jangka waktu yang telah ditetapkan pun masih bisa ditoleransi,
karena kebanyakan dari mereka menggadaikan sawah kepada kelurganya
sendiri dan mereka tidak khawatir hutangnya tidak akan terlunasi'”
3. Permasalahan Gadai Sawah

Seperti yang telah disebutkan di atas, penulis menemukan beberapa
permasalahan yang terjadi pada Praktik Gadai Sawah Di Desa Jambesari
Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang sebagai berikut;

a. Tidak adanya pembagian hasil atas pemanfaatan barang oleh pihak
penerima gadai

Dalam hal ini penguasaan penuh terhadap barang jaminan oleh
pihak penerima gadai. Penerima gadai beranggapan semua kebutuhan
pertanian dan perawatanya ia membiayai sendiri. Maka tidak ada hak
bagi penggadai untuk ikut menikmati hasil pertanian tersebut

b. Berlarut-larutnya praktik gadai sawah

Hal tersebut terjadi ketika penggadai tidak mampu melunasi
hutangnya ketika sudah jatuh tempo. Tanah tersebut akan di kelola oleh
penerima gadai sampai penggadai bisa melunasi hutangnya, tidak
perduli seberapa lama dan kapan penerima gadai akan melunasi
hutangnya. Permasalahan-permasalah tersebut terjadi karena minimnya
ilmu pengetahuan tentang gadai, terutama pengetahuan gadai yang

sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif. Masyarakat melakukan

10 Anik Anggraini, Wawancara, Pabrikan, 24 Juli 2019.
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akad gadai ini hanya berdasrkan kebiasaan turun temurun dan atas dasar
suka sama suka.
4. Pendapat Masyarakat Terhadap Praktik Gadai Sawah
Berkaitan dengan adanya praktik gadai sawah di Desa Jambesari
Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang dalam hal pemanfaatan
janiman gadai sawah oleh pihak penerima serta tidak adanya batasan
waktu. Ketika penggadai tidak bisa melunasi hutangnya, maka ada
beberapa pendapat tokoh di Desa Jambesari Kecamatan Poncokusumo
Kabupaten Malang, diantaranya adalah sebagai berikut:
a. Aparat Desa Jambesari
1) Bapak Eko Agus Siswanto Sebagai PLH Kepala Desa Jambesari,
menurut beliau gadai sawah yang terjadi merupakan akad hutang
piutang, terkait pemanfaatan tanah oleh pihak penerima gadai beliau
mengatakan akad tersebut diperbolehkan, namun harus sesuai dengan
kesepakan yang dibuat, namun ketika jatuh tempo pihak penerima
gadai masih belum bisa melunasi hutangnya maka ada perpanjangan.
Perpanjangan yang tidak ada batasan waktu tersebut yang tidak
diperbolehkan.!!
2) Bapak Jumali beliau adalah seorang Mudin di desa Jambesari
Kecamatan Poncokosumo Kabupaten Malang. Pendapat beliau
tentang pemanfaatan tanah jaminan gadai beliau mengatakan hal

tersebut sudah biasa terjadi di Jambesari kecamatan Poncokosumo

' Eko Agus Siswanto, Wawancara, Jambesari, 25 Mei 2019.
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Kabupaten Malang. Karena katika orang tersebut menggadaikan
tanahnya secara otomatis tanah tersebut akan dikelola secara penuh
oleh penerima gadai. Terkait waktu yang tiada batas beliau
mengatakan satuju tidak setuju, namun bagaimana lagi karena ini
sudah menjadi kebiasaan masyarakat '?
b. Tokoh agama Desa Jambesari
Ustadz muliadi merupakan seorang takmir Masjid Al-Huda yang
berada di dusun sumberjambe. Beliau mengatakan bahwasanya akad
gadai merupakan akad antara seseorang dengan seseorang lainnya
yang membutuhkan sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhanya.
Terkait dengan pemanfaatan tanah itu tergantung pada kesepakatan
orang yang berakad. Sedangkan terkait dengan perpanjangan waktu
yang tidak ada batasan, beliau tidak setuju. Alasan beliau karena
perpanjangan waktu tersebut dapat merugikan penggadai.'3
c. Tokoh masyarakat
Abah Sanun merupakan seorang tokoh masyarakat, salah satu
sesepuh di Desa Jambesari. Pendapat beliau terhadap pemanfaatan
tanah gadai oleh pihak penerima gadai ada imam yang
memperbolehkan, dan juga ada yang tidak memperbolehkan, namun
di Desa ini kebiasaan tanah tersebut ketika sudah berada ditangan
penerima gadai secara otomatis akan dikelola oleh penerima gadai,

entah itu sudah mendapat izin dari penggadai maupun belum, karena

12 Jumali, Wawancara, Sumberjambe, 24 Mei 2019.
13 Muliadi, Wawancara, Sumberjambe, 25 Mei 2019.
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ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Jambesari kecamatan
Poncokosumo Kabupaten Malang. Terkait dengan perpanjangan
waktu tanpa batas, meskipun hal ini sudah menjadi kebiasaan, beliau
tidak setuju. Karena waktu tanpa batas tersebut akan banyak
mengutungkan bagi pihak penerima gadai dengan hasil pertanian
yang terus dikelolanya dan merugikan bagi pihak penggadai yang
semakin hari semakin berat untuk melunasi, dengan alasan tanah
tersebut adalah media yang seharusnya ia mendapatkan

penghasilan. 4

14 Sanun, Wawancara, Sumberjambe, 10 Juni 2019.
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ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU. NO. 56 PRP TAHUN 1960
TERHADAP PRAKTIK GADAI SAWAH DI DESA JAMBESARI
KECAMATAN PONCOKUSUMO KABUPATEN MALANG

A. Analisis Terhadap Praktik Gadai Sawah Di Desa Jambesari Kecamatan
Poncokusumo Kabupaten Malang

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan satu
sama lain, terutama dalam hal memenuhi kebutuhanya. Suatu ketika manusia
membutuhkan bantuan orang lain. Baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-
hari maupun kebutuhan yang sifatnya mendadak. Oleh karena itu sikap saling
tolong menolong antar manusia sangat dibutuhkan. Dalam hal ini salah satu
bentuk tolong menolong yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jambesari
Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang adalah gadai sawah.

Gadai sawah merupakan bentuk akad atau transaksi dengan jalan
menggadaikan sawah, artinya menyerahkan sawah tersebut sebagai barang
jaminan apabila rahin tidak dapat melunasi hutangnya dan barang jaminan
tersebut akan dikelola oleh pihak murtahin dalam waktu yang telah
diperjanjikam. Dan barang jaminan tersebut akan kembali kepada murtahin
ketika sudah jatuh tempo dan rahin telah melunasi hutang-hutangnya.

Gadai sawah ini juga sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama, bagi
masyarakat Desa Jambesari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang
akad gadai sawah ini sangat membantu, selain ketika kita membutuhkan biaya

yang besar dan mendesak proses akad ini cepat dan mudah, karena tidak

56
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terikat dengan suatu lembaga yang biasaanya masih membutuhkan
persyaratan yang banyak dan survey tempatnya.

Yakni orang yang menggadaikan sawahnya (rahin ) dan penerima gadai
(murtahin) melakukan sebuah akad dengan cara yang sederhana, yaitu akad
gadai sawah yang dipraktikkan oleh kedua belah pihak dilakukan dengan cara
lisan, meskipun ada beberapa praktik lain yang melakukan hal serupa dengan
cara tertulis, namun hanya sedikit dibandingkan dengan cara lisan.

Akad gadai sawah secara lisan dilakukan dengan menjelaskan tentang
apa saja yang terkait dengan sawah yang akan dijadikan barang jaminan,
mulai dari luas sawah, letak sawah dan kisaran harga tanah, selain hal-hal
yang berkaitan dengan sawah, kedua belah pihak membuat kesepakatan
mengenai berapa jumlah hutang dan batas waktu gadai sawah akan
dilangsungkan. Dari kesepakatan tersebut maka terjadilah akad gadai
meskipun tidak adanya saksi dan bukti tertulis.

Tujuan utama dari praktik gadai tersebut adalah untuk memenuhi
kebutuhan orang yang membutuhkan, baik digunakan untuk kepentingan
mendadak seperti anaknya masuk rumah sakit, kebutuhan hajatan pernikahan
maupun orang meninggal, kebutuhan modal usaha dan sabagainya. Bagi orang
yang memberikan pinjaman, tujuanya adalah memenuhi kewajibanya sebagai
makhluk sosial, yakni tolong menolong, selain itu tujuanya adalah untuk
mengambil keuntungan dari barang yang dijaminkan tersebut, karena selama
akad gadai tersebut berlangsung maka tanah jaminan tersebut dikuasai

olehnya dan akan dikelola penuh tanpa adanya bagi hasil diantara keduanya.
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Berdasarkan dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan tidak dapat
dipungkiri praktik gadai sawah tersebut memberatkan salah satu pihak yaitu
pihak rahin tidak dapat melunasi hutangnya dengan perkiraan waktu yang
cukup, dan perpanjangan waktu pelunasan yang tiada batas, sedangkan pihak
murtahin dapat mengelola tanah tersebut dan hasilnya dinikmati oleh
pribadinya tanpa adanya bagi hasil dengan rahin . Dan kemungkinan besar
murtahin tidak akan memiliki kerugian atas pengelolaan tanah tersebut.
Alangkah baiknya jika transaksi ini kembali pada tujuan awal yaitu, transaksi
dilakukan bukan untuk mencari keuntungan namun, transaksi dilakukan

semata-mata bertujuan untuk tolong menolong.

. Analisis Hukum Islam Dan UU No. 56 Prp Tahun 1960 Terhadap Praktik
Gadai Sawah Di Desa Jambesari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten

Malang

Pada bab sebelumnya, penulis telah memaparkan gambaran praktik
gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jambesari Kecamatan
Poncokusumo Kabupaten Malang. Dari data yang diperoleh, maka panulis
dapat menganalisis dari berbagai segi diantaranya;

Praktik gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jambesari
Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang termasuk kedalam akad rahn.
Yaitu dengan menjadikan barang yang bernilai menurut shara’ sebagai
jaminan kesanggupan untuk melunasi hutangnya kepada murtahin. Akad rahn
dianggap sah ketika sudah memenuhi syarat dan rukunya. Hal ini sudah sesuai

dengan praktik gadai sawah yang terjadi di Desa Jambesari Kecamatan
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Poncokusumo Kabupaten Malang. Rukun rahn diantaranya adalah sebagai

berikut;!

a. Agidain yaitu orang yang melakukan akad. Rahin  (orang yang
menggadaikan tanahnya) dan mutahin (orang yang menerima gadai)

b. Marhun yaitu barang yang dijadikan jaminan.

c. Marhun Bihyaitu hutang

d. Shighat Akad

Telah jelas bahwa praktik gadai sawah di Desa Jambesari Kecamatan

Poncokusumo Kabupaten Malang tersebut sah dan sudah sesuai dengan

shari‘at al-Islam karena sudah memenuhi rukun. Namun perlu kita lihat dari

rincian analisisnya dapat kita paparkan sebagai berikut;

a. Agidain yaitu orang yang melakukan akad. Rahin selaku penggadai telah
menyerahkan barang yang dijadikan jaminan kepada murtahin dan mutahin
selaku orang yang menerima gadai telah menerima barang yang akan
digadaikan rahin

b. Marhun yaitu barang yang dijadikan jaminan. Dalam hal ini tanahlah yang
dijadikan jaminan.

c. Marhun bih yaitu hutang berupa uang

d. Shighat akad yakni dapat kita lihat dari kesepakatan secara lisan diantara
kedua pihak.

Dari segi rukun rahn, akad gadai sawah di Desa Jambesari Kecamatan

Poncokusumo Kabupaten Malang sudah sesuai dengan kententuan shar7 ‘at al-

! Wahbah Az-zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu (Jakarta: Gema Insani, 2007), 111.
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Islam, begitu pula ada syarat-syarat rahn yang harus dipenuhi diantaranya

sebagai berikut;

a. Syarat pada agidain atau orang yang berakad. Dalam praktik gadai sawah di
Desa Jambesari dinyatakan sah, karena kedua belah pihak adalah seseorang
yang sudah baligh dan berakal serta cakap dalam bertindak hukum

b. Marhun merupakan barang yang akan digadaikan. Syarat dari marhun
adalah barang tersebut bernilai, dapat diperjual belikan, jelas dan tertentu,
halal dan merupakan kepemilikan sah dari rahin . Dari persyaratan tersebut
praktik gadai sawah sudah memenuhi kriteria dan barang jaminan tersebut
berupa tanah yang dapat dimanfaatkan dan juga dapat diperjualbelikan.

c. Marhun bih yaitu piutang milik murtahin kepada rahin yang wajib
dikembalikan kepada murtahin saat waktu sudah jatuh tempo. Dalam hal
ini tentu saja marhun bih yang berada ditangan rahin akan dikembalikan
kepada murtahin sesuai jumlah hutang

d. Shighat atau ijab qabul merupakan hasil kesepakatan antara rahin dan
murtahin. Ulama Hanafiyah berpendapat dalam sebuah akad tidak boleh
dikaitkan dengan suatu syarat tertentu, karena pada dasarnya akad gadai ini
sama halnya dengan akad jual beli. Dalam akad hutang-piutang yang
menjadikan manfaat dan bentuk hutang yang mengalirkan manfaat adalah

riba? Dalam sebuah Aadis Nabi Muhammad dijelaskan:

2 Enang Hidayat, Transaksi Ekonomi Syariah (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 197.
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“Setiap hutang piutang yang menarik manfaat adalah riba” (HR. a/-
Baihagqi)?

Haram memanfaatkan gadai sawah bagi murtahin, orang yang
meminjamkan uang hendaknya semata-mata karena Allah bukan karena
keuntungan. Dalam Islam melarang adanya memanfaatkan kesempatan
dalam kesempitan. Orang butuh pasti nekat dan biasanya izinyanya pun
karena terpaksa karena ia harus membayar hutang. Meskipun orang itu
kaya tetap harus dijaga. murtahin menggarap sawah boleh tetapi ada
hitungannya, yaitu sewa dan sewanya dipotong kepada hutang rahin , sah
ada nilainya jika murtahin menggarap tanah rahin secara otomatis hutang
rahin berkurang sesuai dengan kesepakatan. Jika memakai begitu saja
tidak boleh karena bukan akad sewa. Bisa jadi mengizinkan karena takut
tidak diberikan piutangnya. Dari mana mau membayar hutang sedangkan
tanahnya dikelola oleh murtahin.

Dilihat dari syarat rahn, praktik yang terjadi di Desa Jambesari
kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang terdapat syarat yang tidak
terpehuni yaitu dalam shighat harus dikaitkan dengan sebuah persyaratan
yaitu terkait pemanfaatan penuh barang yang dijaminkan oleh murtahin
tanpa adanya bagi hasil terhadap hasil pengelolaanya. Dengan adanya
syarat pengelolaan oleh pihak murtahin tersebut ada nilai positif dan

negatifnya. Dari segi positif rahin bisa memenuhi kebutuhanya dengan

3 Abdullah bin Abdurrahman, Taudih al-Ahkam Bulugh al-Maram, juz 4 (Makkatul Mukarromah:
Maktabah Adh-Dhikri), 472.
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hasil gadaian tersebut, bagi murtahin mendapatkan jaminan, sehingga
tidak khawatir hutangnya tidak akan dilunasi dan mendapatkan
keuntungan dari hasil pengelolaan tanah selama uang tersebut dipinjam
oleh rahin. Dari segi negatifnya, selain harus membayar hutang, rahin
tidak bisa mengelola tanah yang seandainya dikelola hasil pengelolaan
tanah tersebut bisa ia gunakan untuk membayar hutangnya.

Selain harus memenuhi rukun dan syarat gadai, dalam UU No. 56
Prp Th. 1960 Pasal 7 Ayat (1) “Barangsiapa menguasai tanah-pertanian
dengan hak gadai yang pada waktu mulai berlakunya Peraturan ini sudah
berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada
pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai
dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang
tebusan”. Dalam hal ini praktik yang terjadi di Desa Jambesari
Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang yang bertentangan dengan
aturan tersebut.

Dalam ketentuan Umum UU No. 56 Prp Th. 1960 angka (9)
menjelaskan bahwa Menurut perhitungan maka uang gadai rata-rata
sudah diterima kembali oleh pemegang gadai dari hasil tanah yang
dikelolanya dalam waktu 5 sampai 10 tahun, dengan ditambah bunga
yang layak (10%). Berhubung dengan itu maka ditetapkan, bahwa tanah-
tanah yang sudah digadai selama 7 tahun (angka tengah tengah di antara 5
dan 10 tahun) atau lebih harus dikembalikan kepada yang empunya, tanpa

kewajiban untuk membayar uang tebusan. Mengenai gadai yang
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berlangsung belum sampai 7 tahun, pula mengenai gadai-gadai baru
diadakan ketentuan dalam pasal 7 ayat 2 dan 3, sesuai dengan azas-azas
tersebut di atas. Bahwa ada orang- orang mempunyai tanah yang berlebih-
lebihan sedangkan yang sebagian besar lainnya tidak mempunyai atau
tidak cukup. Jelas bertentangan dengan azas sosialisme Indonesia, yang
menghendaki pembagian yang merata atas sumber penghidupan rakyat
tani yang berupa tanah itu, agar ada pembagian yang adil dan merata pula
dari hasil tanah-tanah tersebut. Dikuasainya tanah-tanah yang luas
ditangan sebagian kecil para petani itu membuka pula kemungkinan
dilakukannya praktik-praktik pemerasan dalam segala bentuk. hal
tersebut bertentangan pula dengan prinsip sosialisme Indonesia.

Dari uraian diatas penulis dapat mengambil kesimpulan praktik
gadai sawah yang terjadi Desa Jambesari Kecamatan Poncokusumo
Kabupaten Malang Bertentangan Dengan Pasal (7) Ayat 1 UU No. 56 Prp
Th. 1960, Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa: Barangsiapa
menguasai tanah-pertanian dengan hak gadai yang pada waktu mulai
berlakunya Peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib
mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah
tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut
pembayaran uang tebusan, dalam pada itu tidak ada keharusan bagi
penggadai untuk menebus tanahnya kembali. sedangkan dalam praktik
gadai sawah di Desa Jambesari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten

Malang sudah berlangsung selama +40 tahun dan tanah tersebut dapat
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kembali kepada pemberi gadai dengan syarat tebusan sejumlah
Rp.60.000.000, seharusnya tanah tersebut kembali kepada pemberi gadai
tanpa adanya uang tebusan, karena waktu +40 tahun tersebut sudah cukup
bagi pemegang gadai untuk mendapatkan keuntungan. Selain itu,
mengenai pemanfaatan tanah yang dikuasi penuh oleh pihak pemegang
gadai yang membuka kemungkinan terjadinya praktik-praktik pemerasan
dalam segala bentuk. hal tersebut bertentangan pula dengan prinsip
sosialisme Indonesia.

Praktik gadai sawah yang benar menurut UU. 56 Prp Th. 1960
Tentang Penetapan Luas Lahan Pertanian adalah sebagai berikut; Apabila
tanah tersebut dikelola penuh oleh pemberi piutang maka setelah 7 tahun
tanah tersebut kembali kepada empunya tanpa adanya pengembalian
uang. dengan demikian merupakan bunga dari utang tersebut. Penebusan
tanah itu tergantung pada kemauan dan kemampuan yang menggadaikan.
di beberapa daerah dikenal pula gadai di mana hasil tanahnya tidak hanya
merupakan bunga, tetapi merupakan pula angsuran. Gadai demikian itu
disebut jual gangsur. Namun juga dilihat dari tingkat kesuburan tanah
yang dikelolanya, sehingga perhitunganya mencukupi sesuai jumlah
hutangnya.

Praktik gadai sawah yang bertentangan dengan Pasal 7 Ayat (1) UU
No. 56 Prp Th. 1960 maka akan diberikan sanksi sesuai dengan Pasal 10
Ayat (1) huruf (b) yang berbunyi “barangsiapa tidak melaksanakan

kewajiban tersebut pada pasal 3, 6 dan 7 (1) akan Dipidana dengan
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hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-
banyaknya Rp 10.000”. Pasal ini berlaku pada salah satu pelaku gadai di
Desa Jambesari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang yaitu
Bapak Mail yang telah memanfaatkan tanah gadai Mbok Marsiem selama
+ 40 tahun dan masih meminta vang tebusan kepada rahin yaitu Mbok

Marsiem sejumlah Rp. 60.000.000.
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PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pemaparan dan analisis yang telah dijelaskan oleh penulis
maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik gadai sawah oleh masyarakat Desa Jambesari Kecamatan
Poncokusumo Kabupaten Malang dilakukan dengan cara: pihak penggadai
dan penerima gadai membuat perjanjian gadai sawah secara lisan kepada
penerima gadai pada tahun 1979, kemudian setelah piutang diberikan oleh
penerima gadai kepada pemberi gadai dalam bentuk satu ekor sapi, tanah
tersebut diberikan kepada penerima gadai untuk dijadikan jaminan sampai
penggadai dapat melunasi hutangnya sesuai waktu yang telah ditetapkan.
Apabila penggadai belum mampu untuk membayar hutangnya, maka tanah
tersebut tetap berada dalam kekuasaan penerima gadai tanpa batasan
waktu dan praktik tersebut sudah berlangsung selama +40 tahun.

2. Praktik gadai sawah di Desa Jambesari Kecamatan Poncokusumo
Kabupaten Malang sesuai dengan pendapat ulama Hanafiyah karena
menurut beliau ketika sudah ada izin dari raAin dalam hal pemanfaatan
tanah gadai maka tanah tersebut boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai
dan bertentangan dengan jumhur ulama Maliki, Syafi’i dan Hanbali karena
menurut mereka rida dan izin yang diberikan terkait pemanfaatan tanah
gadai tersebut cenderung pada keadaan terpaksa yaitu adanya

kekhawatiran untuk tidak mendapatkan pinjaman hutang. Adapun
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mengenai tidak adanya batasan waktu pelunasan hutang dalam gadai

bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) UU No. 56 Prp Th. 1960.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa
saran yang di antaranya:

1. Bagi aparat Desa, tokoh masyarakat, tokoh agama yang berpendidikan agar
memberi wawasan yang lebih terhadap masyarakat mengenai gadai sawah
sesuai dengan syariah dan ketentuan yang berlaku.

2. Bagi pelaku gadai agar memberi batasan waktu tambahan untuk pelunasan,
namun ketika rahin tetap belum mampu, maka diselesaikan dengan cara
penjualan barang yang dijadikan jaminan atas izin rahin atau hakim agar

tidak terjadi perselisihan di kemudian hari
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